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Penelitian ini adalah membahas tentang “Tindak Pidana Pencurian dengan 
Kekerasan (Studi Kasus Putusan No. 51/ Pid.B/ 2012/ PN. Sungguminasa). 
Penelitian ini dilatarbelakangi untuk mengetahui bagaimana unsur-unsur tindak 
pidana pencurian dengan kekerasan menurut putusan Nomor: 51/Pid.B/2012/PN. 
Sungguminasa serta bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam menetapkan 
putusan Nomor: 51/Pid B/2012 /PN. Sungguminasa. 
Disamping itu penelitian kepustakaan juga dilakukan oleh penulis dengan 
mengkaji dan mencari referensi, perundang-undangan, artikel dan sumber-sumber 
yang berhubungan dengan objek penelitian yang kemudian dikaji dengan 
menggunakan tekhnik kualitatif dan disajikan secara deskriptif. 
Penelitian ini dilaksanakan di Kota Makassar, Sulawesi Selatan dengan 
memilih instansi yang terkait dengan masalah dalam skripsi ini yaitu Pengadilan 
Negeri Sungguminasa. Hasil penelitian diperoleh melalui penelitian lapangan dan 
kepustakaan yang digolongkan dalam dua jenis data yaitu data primer dan 
sekunder. Termasuk data yang diambil secara langsung dari Pengadilan Negeri 
Sungguminasa dan wawancara langsung dengan hakim atau pejabat yang 
mengetahui perkara tersebut. 
Temuan yang diperoleh dari penelitian ini antara lain: 1) Unsur-unsur tindak 
pidana pencurian dengan kekerasan menurut putusan Nomor: 51/Pid.B/2012/PN. 
Sungguminasa telah sesuai dengan ketentuan pasal 365 ayat (2) ke-1, ke-2, ke-3 
KUHPidana didasarkan pada pemeriksaan dan fakta-fakta yang terungkap di 
persidangan. 2) Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak 
pidana pencurian dengan kekerasan pada perkara ini adalah dakwaan Jaksa 
Penuntut Umum, barang bukti, keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan 
pertimbangan non-yuridis berdasarkan fakta-fakta yang terungkap selama 
persidangan. 
Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa sekiranya tidak 
terlalu ringan dengan mempertimbangkan bahwa pidana yang dijatuhkan kepada 
seseorang yang terbukti bersalah dimaksudkan bukan saja sebagai 
pembalasan/efek jera terhadap orang tersebut, tetapi juga untuk mencegah orang 
lain untuk melakukan tindak pidana tersebut sebagai upaya untuk mewujudkan 
tujuan pidana yaitu mempertahankan tata tertib hukum di dalam masyarakat. 
Hakim diharapkan dapat melakukan penemuan hukum yang berdasarkan keadilan 






A. Latar Belakang Masalah 
Negara RI adalah negara berkembang yang sedang melaksanakan pembangunan di 
segala bidang, dengan tujuan pokok untuk memberikan kemakmuran dan kesejahteraan lahir 
dan batin bagi seluruh rakyat Indonesia.
1
 Hal ini dapat tercapai apabila masyarakat 
mempunyai kesadaran bernegara dan berusaha untuk mewujudkan masyarakat yang adil, 
makmur dan sejahtera. Masyarakat dikatakan sejahtera apabila tingkat perekonomian 
menengah keatas dan kondisi keamanan yang harmonis. Hal tersebut dapat tercapai dengan 
cara setiap masyarakat berperilaku serasi dengan kepentingan yang berlaku dalam kehidupan 
masyarakat yang diwujudkan dengan bertingkah laku sesuai dengan norma yang berlaku di 
masyarakat. Namun belakangan ini dengan terjadinya krisis moneter yang berpengaruh besar 
terhadap masyarakat sehingga mengakibatkan masyarakat Indonesia mengalami krisis 
moral.
2
 Hal tersebut dapat dilihat dari semakin meningkatnya kejahatan dan meningkatnya 
pengangguran. Dengan meningkatnya pengangguran sangat berpengaruh besar terhadap 
tingkat kesejahteraan masyarakat. Masyarakat dengan tingkat kesejahteraan yang rendah 
cenderung untuk tidak mempedulikan norma atau kaidah hukum yang berlaku. Melihat 
kondisi ini untuk memenuhi kebutuhan ada kecenderungan menggunakan segala cara agar 
kebutuhan tersebut dapat terpenuhi. Dari cara-cara yang digunakan ada yang melanggar dan 
tidak melanggar norma hukum. Salah satu bentuk kejahatan yang sering terjadi di masyarakat 
adalah pencurian.  
Melihat keadaan masyarakat sekarang ini sangat memungkinkan orang untuk mencari 
jalan pintas dengan mencuri. Dari media-media massa dan media elektronik menunjukkan 
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bahwa seringnya terjadi kejahatan pencurian dengan berbagai jenisnya dilatarbelakangi 
karena kebutuhan hidup yang tidak tercukupi. Dengan berkembangnya tindak pidana 
pencurian maka berkembang pula bentuk-bentuk lain dari pencurian. Salah satunya yang 
sering dilakukan adalah tindak pidana pencurian dengan kekerasan. Sebab-sebab yang 
melatarbelakangi tindak pidana pencurian dengan kekerasan adalah dari faktor ekonomi, 
rendahnya tingkat pendidikan, meningkatnya pengangguran, kurangnya kesadaran hukum, 
mengendurnya ikatan keluarga dan sosial masyarakat . Tindak pidana pencurian diatur dalam 
KUHP buku II bab XXII pasal 362 sampai dengan pasal 367. Untuk pasal 362 memberi 
pengertian tentang pencurian, pada pasal 363 mengatur tentang jenis pencurian dan pencurian 
dengan pemberatan, pasal 364 mengatur tentang pencurian ringan, pasal 365 mengatur 
tentang pencurian dengan kekerasan, pasal 367 mengatur tentang pencurian dalam keluarga. 
Sejalan dengan itu juga dijelaskan di dalam QS. Al-Maidah/5:38 
 ٌزيزَع ُ َّاللَّ َو ِ َّاللَّ َنِم ًلااَكن ابَسَك اِمب ًءازَج اُمَهيِدَْيأ اوَُعطْقَاف َُةقِرا َّسلا َو ُقِرا َّسلا َو
 ٌميكَح 
Terjemahnya : 
“Laki- laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya 
(sebagai ) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. 
Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”.3 
Sebelumnya telah dijelaskan mengenai larangan pencurian namun ada orang yang 
melanggar larangan itu bahkan dengan menggunakan senjata yang dapat membahayakan 
jiwa. Pada ayat Lain juga menerangkan qadar hukuman disesuaikan dengan berat ringannya 
tindakan itu. Oleh sebab itulah Allah Swt dalam ayat ini mengatakan, barangsiapa yang 
mencuri, baik laki-laki maupun perempuan, maka tangan keduanya harus dipotong. Balasan 
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ini adalah hasil dari perbuatannya sendiri, dan bukan kezaliman Allah. Karena 
Allah Swt yang Maha Bijaksana telah menentukan balasan yang berat semacam ini, guna 
menjaga keamanan masyarakat. Adapun mengenai perampokan, perampok merupakan pelaku 
tindak kejahatan yang didasari dengan kesadaran mereka bertindak dan berperilaku yang 
memberikan kerugian bagi orang lain dan memberikan efek tersendiri bagi lingkungan sosial 
yang ditempati. Sesuai dengan firman Allah QS.Al-Maidah/5:33-34 
 َْوأ اُولََّتُقي َْنأ اًداََسف ِضَْرلأا ِيف َنْوَعَْسيَو َُهلوُسَرَو َ َّاللَّ َنُوبِراَُحي َنيِذَّلا ُءاَزَج اَمَِّنإ
لاِخ ْنِم ُْمُهلُجَْرأَو ْمِهيِدَْيأ َعََّطُقت َْوأ اُوبَّلَُصي ِيف ٌيْزِخ ُْمَهل َِكلَذ ِضَْرلأا َنِم اَْوفُْني َْوأ ٍف
 ٌميِظَع ٌباَذَع ِةَرِخلآا ِيف ُْمَهلَو َايْن ُّدلا  ْمِهَْيلَع اوُرِدَْقت َْنأ ِلَْبق ْنِم اُوبَات َنيِذَّلا َِّلاإ .
 ٌميِحَر ٌرُوفَغ َ َّاللَّ ََّنأ اوَُملْعَاف 
Terjemahnya: 
“Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-
Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib, 
atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik, atau dibuang dari negeri. 
Yang demikian itu suatu penghinaan untuk mereka didunia, dan di akhirat mereka 
beroleh siksaan yang besar, kecuali orang-orang yang taubat sebelum kamu dapat 
menguasai mereka, maka ketahuilah bahwasanya Allah Maha Pengampun lagi Maha 
Penyayang”.4 
 
Jika dipikirkan berdasarkan hal-hal diatas, mereka dapat berusaha dan bekerja sebagai 
tukang becak, buruh kapal, buruh bangunan, supir angkutan kota, tapi mengapa mereka lebih 
memilih menjadi “Perampok” yang secara sadar merupakan jenis pekerjaan yang dapat 
memberikan bahaya bagi diri mereka dan dapat dijerat hukuman sebagai konsekuensi 
pekerjaannya. Pekerjaan sebagai perampok adalah jalan bagi beberapa orang untuk 
menemukan solusi dalam berbagai permasalahan hidup mereka namun tetap mereka jalani, 
                                                          
4
 Departemen Agama RI, Al-Qur'an Tajwid  dan Terjemah Disertai Tafsir Ringkas Ibnu Katsir 
(Bandung: Jabal Raudhotul Jannah, 2009), h. 114. 
4 
 
dan realitasnya, sebagai perampok, konsekuensi untuk terjerat hukum atas apa yang mereka 
lakukan sangat minim dikarenakan profesional kerja mereka yang sangat bersih. 
Label “berusaha” dalam kehidupan mereka sebagai tindakan untuk bertahan hidup 
dan memenuhi kebutuhan hidup mereka adalah satu kebaikan bagi mereka tersendiri jika 
menjadi seorang perampok adalah pekerjaan yang secara sadar merupakan keinginan mereka 
sendiri. Sehingga bagi penulis, “perampok” merupakan jenis pekerjaan yang sangat menarik 
untuk dijadikan bahan penelitian dalam penyusunan tugas akhir (skripsi) sebagai syarat gelar 
S1 (Stara Satu) pada Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah Dan Hukum. Dengan itu, penulis 
mengangkat judul Tindak pidana pencurian dengan kekerasan (Studi Kasus Putusan 
No.51/Pid.B/2012/PN.Sungguminasa).   
B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 
Dalam penelitian, peneliti mengfokuskan penelitianya mengenai dasar hakim dalam 
memberikan putusan terhadap Tindak pidana pencurian dengan kekerasan (Studi Kasus 
Putusan No.51/Pid.B/2012/PN.Sungguminasa). 
Mengenai gambaran fokus penelitian yang akan diteliti dalam skripsi ini yang 
pertama, tentang bagaimana unsur-unsur perbuatan melawan hukum tindak pidana pencurian 
dengan kekerasan. Kedua, bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam menetapkan putusan 
Nomor: 51/Pid.B/2012/PN. Sungguminasa. Dalam penulisan skripsi ini terdapat istilah-istilah 
yang terkandung terhadap judul skripsi ini, oleh karena itu penulis akan menguraikan 
beberapa istilah tersebut untuk menghindari interpretasi atau penafsiran yang keliru oleh 
pembaca, adapun uraiannya sebagai berikut: 
“Tindak “ perbuatan.5 
“Pidana “ kejahatan atau kriminal.6 
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“Pencurian” proses, cara, perbuatan mencuri.7  
“Kekerasan” perbuatan seseorang atau kelompok orang yg menyebabkan cedera atau 
matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain.
8
 
“Studi Kasus” pendekatan untuk meneliti gejala social dengan menganalisis satu 
kasus secara mendalam dan utuh.
9
 
“Putusan“ ketentuan atau ketetapan.10 
C. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang masalah sebagai mana di uraikan di atas, maka penulis 
merumuskan masalah pokok pembahasan dalam skripsi ini adalah bagaimana Tinjauan 
Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan (Perampokan). Permasalahan 
tersebut selanjutnya dijabarkan dengan 2 sub masalah yaitu sebagai berikut: 
1. Bagaimana unsur-unsur tindak pidana pencurian dengan kekerasan menurut putusan 
Nomor: 51/Pid.B/2012/PN. Sungguminasa? 
2. Bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam menetapkan putusan Nomor: 51/Pid 
B/2012 /PN. Sungguminasa? 
D. Kajian Pustaka  
Berkaitan dengan masalah yang akan dibahas dalam skripsi ini yaitu Tindak Pidana 
Pencurian dengan Kekerasan dalam Putusan Nomor: 51/Pid B /2012 /PN. Sungguminasa, 
agar nantinya pembahasan ini lebih fokus pada pokok kajian maka dilengkapi beberapa 
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literatur yang masih berkaitan dengan pembahasan yang dimaksud diantaranya sebagai 
berikut: 
1. R. Abdul Djamali, dalam bukunya Pengantar Hukum Indonesia, “Tata Hukum berasal 
dari bahasa Belanda Recht Orde, adalah susunan hukum, yang artinya memberikan 
tempat yang sebenarnya. Ini bermakna menyusun dengan baik dan tertib aturan-aturan 
hukum dalam pergaulan hidup agar dengan mudah dapat diketahui dan digunakan 
untuk menyelesaikan setiap peristiwa hukum yang terjadi. Tata atau susunan itu 
pelaksanannya berlangsung selama ada pergaulan hidup manusia yang terus 
berkembang. Oleh karena itu dalam tata hukum ada aturan hukum yang berlaku pada 
saat tertentu di tempat tertentu, yang disebut hukum positif atau ius constitutum”.   
2. Prof.Moeljatno, S.H , dalam bukunya Asas asas Hukum Pidana, menentukan kapan 
dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu 
dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan. 
3. Bambang Waluyo, dalam bukunya Pidana dan Pemidanaan Perilaku yang tidak sesuai 
dengan norma atau dapat disebut sebagai penyelewengan terhadap norma yang tidak 
disepakati ternyata menyebabkan terganggunya ketertiban dan ketentraman kehidupan 
manusia. Penyelewengan yang demikian biasanya oleh masyarakat dicap sebagai 
suatu pelanggaran dan bahkan sebagai suatu kejahatan. Kejahatan dalam kehidupan 
manusia merupakan gejala sosial yang akan selalu dihadapi oleh setiap manusia, 
masyarakat, dan bahkan negara. Kenyataan telah membuktikan, bahwa kejahatan 
hanya dapat dicegah dan dikurangi, tetapi sulit diberantas tuntas. 
4. Abdur Rohman I Doi, dalam bukunya Shahri’ah the Islamic Law / Tindak Pidana, 
dalam menjatuhkan hukuman potong tangan, para ulama mempertimbangkan harta 
yang dicuri bernilai secara hukum, harus tersimpan di tempat penyimpanan yang biasa 
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dan mencapai nisab. Jika tidak mencapai nisab, maka tidak ada hukuman potong 
tangan tetapi diganti dengan ta’zir (hukuman). 
5. Soerdjono Soekanto, dalam bukunya Pengantar Penelitian Hukum, dalam penelitian 
hukum ini digunakan satu pendekatan, yakni pendekatan Yuridis sosiologis yang 
dilakukan terhadap keadaan nyata masyarakat dengan maksud dan tujuan untuk 
menemukan fakta (fact-finding), yang kemudian menuju identifikasi (problem-
identification) dan pada akhirnya menuju kepada penyelesaian masalah (problem-
solution). 
6. Ninik Widiyanti, dalam bukunya Kejahatan Dalam Masyarakat dan Penyegahannya, 
untuk menekan tingkat kejahatan, maka salah satu cara menanggulanginya dengan 
cara menerapkan hukum pidana. Dari hukum pidana ini nantinya diharapkan bahwa 
hukum pidana dapat melindungi masyarakat terhadap bahaya yang ditimbulkan oleh 
orang yang melakukan kejahatan. 
Beberapa hasil penelitian tersebut diatas, ternyata belum membahas secara spesifik 
tentang Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan. 
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 
Tujuan yang hendak dicapai dari penulis skripsi ini, ialah : 
1. Untuk mengetahui unsur-unsur terhadap tindak pidana pencurian dengan kekerasan 
menurut putusan Nomor: 51/Pid.B/2012/PN. Sungguminasa.  
2. Untuk mengetahui Bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam menetapkan putusan 
Nomor:51/Pid B /2012 /PN. Sungguminasa  
Adapun kegunaan dari penulisan skripsi ini ialah : 
a. Bagi Mahasiswa hukum khususnya Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam 
Negeri Makassar, hasil penulisan skripsi ini dapat digunakan sebagai bahan referensi 
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yang berguna bagi Mahasiswa yangingin mengetahui dan meneliti tentang Tindak Pidana 
Pencurian dengan Kekerasan “Perampokan” berdasarkan Putusan Nomor : 51/Pid B 
/2012 /PN. Sungguminasa. 
b. Penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberikan informasi dalam perkembangan ilmu 
hukum pada umumnya dalam hukum acara pidana pada khususnya yang berkaitan dengan 
Tindak Pidana Pencurian. 
c. Penulisan skripsi ini juga dapat digunakan oleh penegak hukum sebagai bahan literatur 







A. Tindak Pidana 
1. Pengertian Tindak Pidana 
Tindak Pidana menurut Moeljatno merupakan suatu perbuatan yang dilakukan oleh 
seseorang yang melanggar peraturan-peraturan pidana yang diancam dengan hukuman oleh 
undang-undang. Dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat seringkali melihat tindak 
kejahatan, akan tetapi ada sebagian masyarakat yang belum mengetahui arti yang sebenarnya 
mengenai tindak pidana.
1
Perlu dikemukakan di sini bahwa pidana adalah merupakan suatu 
istilah yuridis yang mempunyai arti khusus sebagai terjemahan dari bahasa Belanda "straf" 
yang dapat diartikan juga sebagai "hukuman". Seperti dikemukakan oleh Moeljatno bahwa 
istilah hukuman yang berasal dari kata "straf" ini dan istilah "dihukum" yang berasal dari 
perkataan "wordtgestraft", adalah merupakan istilah-istilah konvensional.
2
 Beliau tidak setuju 
dengan istilah-istilah itu dan menggunakan istilah-istilah yang inkonvensional, yaitu "pidana" 
untuk menggantikan kata "straf" dan “diancam dengan pidana" untuk menggantikan kata 
"wordt gestraft".Jika"straf" diartikan "hukuman", maka strafrecht seharusnya diartikan 
dengan hukuman-hukuman. 
2. Jenis-jenis Tindak Pidana 
Tindak pidana dibedakan atas dasar-dasar tertentu,yaitu sebagai berikut: 
a. Menurut sistem KUHPidana, dibedakan antara kejahatan (misddrijven) yang dimuat 
dalam Buku II dan pelanggaran (overtredingen) yang dimuat dalam Buku III. Alasan 
pembedaan antara kejahatan dan pelanggaran adalah ancaman pidana pelanggaran jauh 
lebih ringan daripada kejahatan. 
                                                          
1
Soerjono Soekamto dan Purnadi Purbacaraka, Sendi-Sendi Ilmu Hukum dan Tata Hukum, (Bandung: 
PT.Citra Aditya Bakti, 2000), h. 85. 
2
Moeljatno, Asas-asas Hukum Pidana (Jakarta: PT.Bima Aksara, 1993), h. 35. 
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b. Menurut cara merumuskannya, dibedakan antara tindak pidana formil (formeel delicten) 
dan tindak pidana materiil (materieel delicten). Tindak pidana formil adalah tindak pidana 
yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga memberikan arti bahwa inti larangan yang 
dirumuskan itu adalah melakukan suatu perbuatan tertentu. Sebaliknya, dalam rumusan 
tindak pidana materil, inti larangan adalah menimbulkan akibat yang dilarang. Oleh 
karena itu, siapayang menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang 
dipertanggungjawabkan dan dipidana. 
c. Berdasarkan bentuk kesalahan, dibedakan antara tindakpidana sengaja (dolus) dan tindak 
pidana tidak dengan sengaja (culpa). Tindak pidana sengaja adalah tindak pidana yang 
dalamrumusannya dilakukan dengan kesengajaan.  Sedangkantindak pidana tidak dengan 
sengaja adalah tindak pidana yang dalam rumusannya mengandung culpa atau kelalaian. 
d. Berdasarkan macam perbuatannya, dapat dibedakan antara tindak pidana aktif/positif atau 
di sebut juga tindak pidana komisi dan tindak pidana pasif/negatif atau disebut juga 
tindak pidana omisi. Tindak pidana aktif adalah tindak pidana yang perbuatannya berupa 
perbuatan aktif, perbuatan aktif adalah perbuatan yang untuk mewujudkannya 
diisyaratkan adanya gerakan dari anggota tubuh yang berbuat. Sedangkan tindak pidana 
pasif adalah tindak pidana yang dirumuskan secara formil atau tindak pidana yang pada 
dasarnya unsur perbuatannya adalah berupa perbuatan pasif. 
e. Berdasarkan saat dan jangka waktu terjadinya, dibedakan antara tindak pidana terjadi 
seketika (aflopende delicten) dan tindak pidana terjadi dalam waktu lama atau 
berlangsung lama/ berlangsung terus (voordurendedellicten) 
f. Berdasarkan sumbernya, dapat dibedakan atara tindak pidana umum dan tindak pidana 
khusus. Tindak pidana umum adalah semua tindak pidana yangdimuat dalam KUHPidana 
sebagai kodifikasi hukum pidana materil (Buku II dan Buku III). Sedangkan tindak 
pidana khusus adalah tindak pidana yang terdapat diluar kodifikasi KUHPidana, misalnya 
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Tindak Pidana Korupsi (UU No. 30 Tahun 2002), tindak pidana penyalahgunaan 
narkotika (UU No. 35 Tahun 2009). 
g. Dilihat dari sudut subjek hukumnya, dapat dibedakan antara tindak pidana communia 
(tindak pidana yang dapatdilakukan oleh semua orang) dan tindak pidana proria (dapat 
dilakukan hanya oleh orang yang memiliki kualitas pribadi tertentu. 
h. Berdasarkan perlu tidaknya pengaduan dalam hal penuntutan, maka dibedakan antara 
tindak pidana biasadan tindak pidana aduan. Tindak pidana biasa adalah tindak pidana 
yang untuk dilakukannya penuntutan terhadap pembuatnya, tidak diisyaratkan adanya 
pengaduan dari yang berhak. Sedangkan tindak pidana aduan adalah tidak pidana yang 
dapat dilakukan penuntutan apabila adanya pengaduan dari yang berhak, yakni korban 
atau wakilnya dalam perkara perdata, atau keluarga korban. 
i. Berdasarkan berat ringannya pidana yang diancamkan, maka dibedakan antara tindak 
pidana bentuk pokok, tindak pidana yang diperberat dan tindak pidana yang diperingan. 
j. Berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi, maka tindak pidana tidak terbatas 
macamnya bergantung darikepentingan hukum yang dilindungi, seperti tindak 
pidanaterhadap nyawa dan tubuh, terhadap harta benda, tindakpidana pemalsuan, tindak 
pidana terhadap nama baik,dan lain sebagainya. 
k. Dari sudut berapa kali perbuatan untuk menjadi suatu larangan, dibedakan antara tindak 
pidana tunggal dan tindak pidana berangkai. Tindak pidana tunggal adalah tindak pidana 
yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga untuk dipandang selesainya tindak pidana 
dan dipidananya pelaku cukup dilakukan satu kali perbuatan saja, bagian terbesar tindak 
pidana dalam KUHPidana adalah berupa tindak pidana tunggal. Sedangkan tindak pidana 
berangkai adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga untuk 
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3. Unsur-Unsur Tindak Pidana 
Pada umumnya para ahli menyatakan unsur-unsur dari peristiwa pidana yang juga 
disebut tindak pidana atau delik terdiri atas unsur subjektif dan unsur objektif. Menurut R. 
Abdoel Djamali
4
, peristiwa pidana yang juga disebut tindak pidana atau delict ialah suatu 
perbuatan atau rangkaian perbuatan yang dapat dikenakan hukuman pidana. Suatu peristiwa 
peristiwa hukum dapat dinyatakan sebagai peristiwa pidana kalau memenuhi unsur-unsur 
pidananya. Unsur-unsur tesebut terdiri dari: 
a. Objektif, yaitu suatu tindakan (perbuatan) yang bertentangan dengan hukum dan 
mengindahkan akibat yang oleh hukum dilarang dengan ancaman hukum. Yang dijadikan 
titik utama dari pengertian objektif disini adalah tindakannya. 
b. Subjektif, yaitu perbuatan seseorang yang berakibat tidak dikehendaki oleh undang-
undang. Sifat unsur ini mengutamakan adanya pelaku (seseorang atau beberapa orang). 
Dilihat dari unsur-unsur pidana ini, maka suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang 
harus memenuhi persyaratan supaya dapat dikatakan sebagai peristiwa pidana. Syarat-
syarat yang harus dipenuhi sebagai peristiwa pidana yaitu: 
1) Harus ada suatu perbuatan. Maksudnya, memang benar-benar ada suatu kegiatan 
yang dilakukan oleh seseorangatau beberapa orang. Kegiatan ini terlihat sebagai suatu 
perbuatan tertentu yang dapat dipahami orang lain sebagai sesuatu yang merupakan 
peristiwa. 
2) Perbuatan itu harus sesuai dengan apa yang dilukiskan dalam ketentuan hukum. 
Artinya perbuatan sebagai suatu peristiwa hukum yang berlaku pada saat itu. 
                                                          
3
Amir Ilyas, Asas-asas Hukum Pidana (Yogyakarta: Rangkang Education & PuKab, 2012), h. 28. 
4
R. Abdoel Djamali,Pengantar Hukum Indonesia Edisi Revisi (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h. 175. 
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Pelakunya memang benar-benar telah berbuat seperti yang terjadi. Pelaku wajib 
mempertanggungjawabkan akibat yang ditimbulkan dari perbuatan itu. 
3) Harus terbukti adanya kesalahan yang dapat dipertanggung- jawabkan. 
Maksudnya bahwa perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang itu 
dapat dibuktikan sebagai perbuatan yang disalahkan oleh ketentuan hukum. 
4) Harus berlawanan dengan hukum. Artinya, suatu perbuatan yang berlawanan 
dengan hukum dimaksudkan kalau tindakannya nyata-nyata bertentangan dengan 
aturan hukum. 
5) Harus tersedia ancaman hukumannya. Maksudnya kalau ada ketentuan yang 
mengatur tentang larangan atau keharusan dalam suatu perbuatan tertentu, ketentuan 
itu memuat sanksi ancaman hukumannya. Menurut Lamintang
5
, unsur delik terdiri 
atas dua macam, yakni unsur subjektif dan unsur objektif. Yang dimaksud dengan 
unsur subjektif adalah unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan 
pada diri si pelaku dan termasuk didalamnya segala sesuatu yang terkandung di dalam 
hatinya. Adapun yang dimaksud dengan unsure objektif adalah unsur yuang ada 
hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu dalam keadaan ketika tindakan-tindakan 
dari si pelaku itu harus dilakukan. 
B. Pencurian 
1. Pengertian Pencurian 
Pengertian umum mengenai pencurian adalah mengambil barang orang lain. Dari segi 
bahasa (etimologi) pencurian berasal dari kata “curi”yang mendapat awalan “pe”, dan akhiran 
“an”. Arti kata curi adalah sembunyi-sembunyi atau diam-diam atau tidak dengan jalan yang 
sah atau melakukan pencurian secara sembunyi-sembunyi atau tidak dengan diketahui orang 
lain perbuatan yang dilakukannya itu. Mencuri berarti mengambil milik orang lain secara 
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tidak sah atau melawan hukum. Orang yang mencuri barang yang merupakan milik orang lain 
disebut pencuri. Sedangkan pencurian sendiri berarti perbuatan atau perkara yang berkaitan 
dengan mencuri, menurut Pasal 362 KUHPidana pencurian adalah: 
“Barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang 
lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum diancam karena pencurian, 
dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling 
banyaksembilan ratus rupiah”.6 
Jadi perbuatan pencurian harus dianggap telah selesai dilakukan oleh pelakunya yakni 
segera setelah pelaku tersebut melakukan perbuatan mengambil seperti yang dilarang dalam 
untuk dilakukan orang di dalam Pasal 362 KUHPidana. 
2. Jenis-jenis dan Unsur-unsur Pencurian 
Adapun jenis pencurian yang dirumuskan dalam Pasal 362-367KUHPidana yaitu: 
a. Pencurian biasa (Pasal 362 KUHPidana) 
b. Pencurian dengan pemberatan atau pencurian dengan berkualifikasi (Pasal 363 
KUHPidana). 
c. Pencurian ringan (Pasal 364 KUHPidana) 
d. Pencurian dengan kekerasan (Pasal 365 KUHPidana) 
e. Pencurian dengan penjatuhan pencabutan hak (Pasal 366 KUHPidana) 
f. Pencurian dalam keluarga (Pasal 367 KUHPidana) 
Pencurian menurut hukum beserta unsur-unsurnya dirumuskan dalam Pasal 362 
KHUP yaitu: 
“Barang siapa mengambil suatu benda yang seluruhnya atau sebagian milik orang 
lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena 
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pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling 
banyak sembilan ratus rupiah"
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1. Diancam dengan Pidana paling lama tujuh tahun: 
a) Pencurian Ternak; 
b) Pencurian pada waktu terjadi kebakaran, letusan, banjir, gempa bumi atau gempa laut, 
gunung meletus, kapal karam, kapal tedampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, 
pemberontakan atau bahaya perang; 
c) Pencurian pada waktu malam dalam sebuah rumah atau di pekarangan tertutup yang ada 
rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tanpa diketahui atau tanpa 
dikehendaki oleh yang berhak; 
d) Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu; 
e) Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk dapat 
mengambil barang yang hendak dicuri itu, dilakukan dengan merusak, memotong atau 
memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan 
palsu. 
1. Bila pencurian tersebut dalam nomor 3 disertai dengan salah satu hal dalam nomor 4 
dan 5, maka perbuatan itu diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan 
tahun.Pasal 365 KUHP 
a. Diancam dengan pidana paling lama sembilan tahun pencurian yang didahului, disertai 
atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud 
untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian itu, atau bila tertangkap tangan, 
untuk memungkinkan diri sendiri atau peserta lainnya untuk melarikan diri, atau untuk 
tetap menguasai barang yang dicuri. 
1. Diancam dengan pidana penjara paling lama duabelas tahun: 
                                                          
7
Rizki Muhammad Gerry, KUHP & KUHP (Jakarta: Permata Press, 2007), h. 576. 
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a) Bila perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau di 
pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api 
atau trem yang sedang berjalan; 
b) Bila perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu; 
c) Bila yang bersalah masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau 
memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian 
jabatan palsu; 
d) Bila perbuatan mengakibatkan luka berat. 
2. Bila perbuatan itu mengakibatkan kematian, maka yang bersalah diancam dengan 
pidana penjara paling lama limabelas tahun. 
3. Diancam dengan pidana mati atau pidana seumur hidup atau pidana penjara selama 
waktu tertentu, paling lama duapuluh tahun, bila perbuatan itu mengakibatkan luka 
berat atau kematian dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, 
disertai pula oleh salah satu hal yang diterangkan dalam nomor 1' dan 3'. 
C. Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan 
Tindak pidana pencurian dengan kekerasan atau lazimnya dikenal dimasyarakat 
dengan istilah perampokan. Sebenarnya istilah antara pencurian dengan kekerasan dan 
perampokan dari segi redaksional kedua istilah tersebut berbeda namun mempunyai makna 
yang sama, misalnya kalau disebutkan pencurian dengan kekerasan atau ancaman kekerasan 
sama halnya dengan merampok. Tindak pidana pencurian dengan kekerasan itu oleh 




1. Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun pencurian yang 
didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasanatau ancaman kekerasan, terhadap 
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orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau 
dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta 
lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri. 
2. Diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun: 
Ke-1 jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau di 
pekarangan tertutup yang ada rumahnya,dijalan.; 
Ke-2 Jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu; 
Ke-3 Jika masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau 
dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. 
Ke-4 Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat. 
a. Jika perbuatan mengakibatkan kematian maka diancam dengan pidana penjara paling 
lama lima belas tahun. 
b. Diancam dengan pidana mati atau pidana seumur hidup atau selama waktu tertentu paling 
lama dua puluh tahun, jika perbuatan mengakibatkan luka berat atau kematian dan 
dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, disertai pula oleh salahsatu hal 
yang diterangkan dalam no. 1 dan 3 
Dengan demikian maka yang diatur dalam Pasal 365 KUHPidana sesungguhnya 
hanyalah satu kejahatan, dan bukan dua kejahatan yangterdiri atas kejahatan pencurian dan 
kejahatan pemakaian kekerasan terhadap orang, ataupun bukan merupakan suatu samenloop 
dari kejahatan pencurian dengan kejahatan pemakaian kekerasan terhadap orang. Pencurian 
dengan kekerasan bukanlah merupakan gabungan dalam artian gabungan antara tindak pidana 
pencurian dengan tindak pidana kekerasan maupun ancaman kekerasan, kekerasan dalam hal 
ini merupakan keadaan yang berkualifikasi, maksudnya adalah kekerasan adalah suatu 
keadaan yang mengubah kualifikasi pencurian biasa menjadi pencurian dengan kekerasan. 
Dengan demikian unsur-unsurnya dikatakan sama dengan Pasal 362 KUHPidana 
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ditambahkan unsur kekerasan atau ancaman kekerasan. Adapun unsur-unsur tindak pidana 
pencurian dengan kekerasan pada Pasal 365 KUHPidana ini sama dengan yang dipunyai oleh 
Pasal 362 KUHPidana dengan tambahan unsur-unsur sebagai berikut: 
Pasal 365 ayat (1) KUHPidana: 
1. Pencurian, yang: 
2. Didahului atau disertai atau diikuti 
3. Kekerasan atau ancaman kekerasan 
4. Terhadap orang 
5. Dilakukan dengan maksud untuk: 
a. Mempersiapkan atau 
b. Memudahkan atau 
c. Dalam hal tertangkap tangan 
d. Untuk memungkinkan melarikan diri bagi dirinya atau pesertalain 
e. Untuk tetap menguasai barang yang di curi. 
Pasal 365 ayat (2) 
1. Unsur-unsurnya sama dengan ayat (1) di atas, hanya ditambahkan unsur: 
a. Waktu malam 
b. dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang adarumahnya, 
c. di jalan umum, 
d. dalam kereta api yang sedang berjalan. 
e. Ditambah unsur subjek pelaku, dua orang atau lebih 
f. Ditambah unsur membongkar, memanjat, memakai kunci palsu,perintah palsu, jabatan 
palsu. 
g.  
h. Unsur mengakibatkan luka berat pada korban. 
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1. Perspektif KUHP 
Melihat keadaan masyarakat sekarang ini sangat memungkinkan orang dalam memenuhi 
kebutuhan hidup untuk mencari jalan pintas dengan mencuri. Dari media-media massa dan 
media elektronik menunjukkan bahwa seringnya terjadi kejahatan pencurian dengan berbagai 
jenisnya dilatarbelakangi karena kebutuhan hidup yang tidak tercukupi. Berbeda dengan 
perspektif islam, keadaan Indonesia yang lebih memperhatikan pada realitas yang ada, dan 
tentunya dengan pengaruh keadaan yang ada sebelum kemerdekaan negeri ini, keragaman 
agama bagi warga negara Indonesia yang mengisi seluruh nusantara ini menjadikan para 
penggagas negeri ini untuk mempertimbangkan pilihan lain dalam hal membuat peraturan 
yang mengatur seluruh masyarakat secara umum, juga karena dengan alasan bahwa tidak ada 
diskriminasi terhadap pemeluk agama lain ketika aturan yang berlaku adalah aturan yang sah 
yang keluar dari Majelis Permusyawaratan Rakyat dengan mengedepankan suara terbanyak 
dibandingkan aturan agama.  
Terkait kasus pencurian dan atau perampokan hal itu tentunya juga telah menjadi 
ketetapan dalam aturan yang tertera dalam KUHP bahwa pencurian adalah salah satu tindak 
pidana yang wajib mendapatkan hukuman karena mengganggu dan mengambil hak orang 
lain. Dalam Pasal 362 KUHPidana pencurian dinyatakan bahwa :  
“Barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang 
lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum diancam karena pencurian, 
dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak 
sembilan ratus rupiah”. 
 
Dengan penjelasan tentang hukuman itu diharapkan bahwa ada ketakutan dan keengganan 
yang muncul dari masyarakat terutama yang mempunyai keinginan untuk melakukan tindak 
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pidana pencurian, dan juga sebagai aturan yang menjadi penjaga hak-hak masyarakat di 
dalam kehidupan sosialnya.  
Pada hakikatnya bukan aturan yang ada yang menjadi penilaian tingkat keamanan suatu 
negara namun pengaruh itu juga muncul dari aspek lain seperti pada pola pikir masyarakat, 
maka dari itu aturan yang berlaku harus diselaraskan dengan usaha pendidikan pada pola 
pikir masyarakat umum terkait pentingnya rasa keamanan dalam bermasyarakat. Dengan 
begitu ada sinergitas yang kuat yang bisa saling mendukung masyarakat sebagai subjek dan 
juga objek aturan tersebut.  
 
2. Perspektif Islam 
Mencuri adalah mengambil harta dari pemiliknya atau wakilnya dengan cara sembunyi-
sembunyi. Pencurian wajib dikenai had potong tangan. Syaratnya, barang yang dicuri 
mencapai nishab, harta tersebut diambil dari empat penyimpanan, dan harta tersebut bukan 
harta yang syubhat. Baik itu diambil pada saat malam ataupun siang. Termasuk apakah 
pencuri tersebut masuk seorang diri ataupun dengan yang lain. Di tempat pemukiman 
maupun tempat umum. Hal itu berlaku juga pada tempat tersembunyi, maupun tempat 
terbuka, membawa senjata atau tidak. Pendek kata, semua orang yang mengambil harta dari 
tempat penyimpanan (tersembunyi) dianggap sebagai pencuri. Meskipun demikian, seorang 
pencuri tidak akan dipotong tangannya kecuali syarat-syarat syar’iyyah yang tercantum 
dalam nash-nash syara’ telah terpenuhi.9Tidak wajib diberlakukan hukum potong tangan, 
kecuali dengan tujuh syarat. 
Pertama, perbuatannya termasuk ke dalam defenisi pencurian. Pengkianat (terhadap 
harta) tidak dipotong tangannya, berdasarkan sabda Nabi saw., beliau bersabda: 
                                                          
9
Abdurrahman al-Maliki dan Ahmad ad-Da’ur, Nidzamul al-Uqubat wa al-Ahkam al-Bayyinat, (Bogor: 
Pustaka Thariqul Izzah), Cet I, Rajab 1425 H-Agustus 2004 M, hal.82. 
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“Bagi penipu dan perampas tidak dikenai potong tangan.”(HR. Ahmad dan Tirmizy) 
Sedangkan perampokan adalah sejenis dengan perampasan. Biasanya didahului dengan 
intimidasi sebelum melakukan perampasan. 
Kedua, harta yang dicuri mencapai nishab. Hadis Riwayat Aisyah ra.,ia berkata: 
“Tangan pencuri tidak dipotong kecuali mencuri ¼ dinar atau lebih”. (Shahih Muslim 
No.3189) 
Nishab potong tangan sebesar ¼ dinar emas atau lebih, setara dengan 1.0625 gram emas. 
Sebab, 1 dinar emas syar’i setara dengan 4,25 gram emas. Hal itu menunjukkan bahwa 1 
nishab sama dengan ¼ dinar. Kadar itu bisa dikonversikan ke dalam perak, atau uang kertas. 
Oleh karena itu harta yang dicuri ditetapkan berdasarkan standar tersebut.  
Ketiga, harta yang dicuri berupa harta yang terjaga, yaitu yang diizinkan oleh Allah untuk 
dimiliki. Apabila seorang mencuri bukan berupa harta, tetapi sesuatu yang tidak dianggap 
sebagai harta, maka ia tidak dipotong tangannya. Jadi, pencurian khamar dan daigng babi 
yang dimiliki seorang muslim, maka terhadap pencurinya tidak dipotong tangannya, karena 
itu bukan termasuk harta-harta yang terjaga. Naumn, jika seseorang mencurinya dari non-
muslim, maka pencurinya dikenai potong tangan, sebab syar’i mengizinkan untuk memiliki 
khamar dan babi (bagi non-muslim).  
Keempat, ia mencuri dan mengeluarkannya dari tempat penyimpanan. Jika seseorang 
mendapatkan pintu dalam keadaan terbuka, atau tempat penyimpanannya terkuak, maka ia 
tidak dipotong tangannya. Imam Abu Dawud meriwayatkan dari Amru bin Syuaib dari 





“Aku mendengar seseorang dari suku Mazinah bertanya kepada Rasulullah saw tentang 
kambing yang dicuri dari tempat gembalaannya. Rasulullah saw bersabda “Dalam hal itu, 
diganti dua kali harganya dan dipikul sebagai balasan (tanggungan) baginya; sedangkan yang 
dicuri dari kandangnya, maka pencuri itu dipotong tangannya jika dinilai setara dengan 
sebuah perisai.”( HR. Ibnumajah No.2576) 
Hadits ini menunjukkan bahwa penyimpanan sebagai salah satu syarat dijatuhkannya 
hukum potong tangan. Ternak, apabila diambil dari tempat pengembalaan, maka pencurian 
semacam ini tidak dikenai potong tangan karena ternak itu tidak diambil dari tempat 
penyimpanannya.  
Kelima, harta yang dicuri bukan harta syubhat ditinjau dari sisi bahwa seseorang memiliki 
hak terhadap barang tersebut; atau ia berhak mengambil barang tersebut. Itu sebabnya, 
pencuri tidak akan dikenakan hukum potong tangan apabila ia mencuri harta bapaknya, atau 
harta anaknya, atau harta yang ia juga berserikat. Ini didasarkan pada sabda Rasulullah saw: 
“Sesungguhnya yang paling baik adalah apa yg dimakan seorang laki-laki dari usahanya, dan 
anaknya termasuk usahanya”. (HR. Ibnumajah, no. 2292, dinilai sahih oleh Al-Albani) 
Demikian juga, pencuri tidak dikenai potong tangan bila harta yang diambilnya berasal 
dari baitul mal. Harta milik umum seperti minyak tanah, atau harta yang kemudian menjadi 
milik umum, karena ia merupakan bagian dari energi (yang sangat dibutuhkan, pent.), seperti 
listrik dan air. Jika harta tersbut dicuri, maka pencurinya tidak dikenakan sanksi potong 
tangan, melainkan hanya dijatuhi ta’zir. Karena masih ada syubhat kepemilikan dalam harta 
tersebut. Walhasil, setiap harta yang masih mengandung syubhat kepemilikan, apabila dicuri, 
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maka pencurinya tidak dikenakan sanksi potong tangan. Sebab hudud tertolak dengan adanya 
syubhat. 
Keenam, pencurinya telah baligh, berakal, dan terikat dengan hukum-hukum Islam, baik 
muslim maupun ahlu dzimmiy. Ini didasarkan pada sabda Rasulullah saw: 
“Diangkat pena dari tiga orang, (yaitu ) orang yang tidur sampai ia bangun, anak-anak hingga 
baligh, dan orang yang gila sampai ia sembuh”. (HR. Abu Daud, no. 4403, dishahihkan oleh 
Al-Albany dalam shahih Abu Daud). Kata “diangkat pena” dar mereka maksudnya adalah 
mereka bukanlah mukallaf secara syar’iy.  
Ketujuh, ditetapkan berdasarkan pengakuan pencuri, atau dengan saksi yang adil. 
Pengakuan harus dinyatakn dengan pernyataan. Artinya, pencuri harus mengakui barang yang 
telah dicurinya. Karena adanya kemungkina ia mencuri barang yang tidak dikenai had potong 
tangan.  
Dari beberapa ketentuan di atas, maka sangat jelas bahwa dalam pemerintahan Islam atau 
dalam kacamata Islam, perbuatan pidana seperti pencurian sangat diperhatikan dan 
merupakan kewajiban negara untuk menerapkan syariah dalam hal pencurian tersebut.  Dan 
sebagai bentuk dari konsekuensi akidah yang melahirkan sebuah aturan dalam kehidupan, 
pemberian hukuman potong tangan terhadap pencuri yang memenuhi syarat dikena potong 
tangan merupakan jawabir (penebus dosa pelaku) dan zawajir (pencegah bagi orang-orang 
yang hendak melakukannya).  
Dalam aturan Islam, bagi negara diwajibkan menjaga masyarakatnya dengan islam 
sebagai suatu aturan pokok dalam kehidupan, hal itu pula yang akan membawa masyarakat 




D. Putusan Pengadilan 
1. Pengertian Putusan Pengadilan 
Suatu proses peradilan berakhir dengan putusan akhir (vonis) dimana dalam putusan 
itu hakim menyatakan tentang apa yang telah dipertimbangkan dari putusannya. Oleh karena 
putusan pengadilan (hakim) merupakan akhir dari suatu proses peradilan, maka sudah 
sepantasnya jika putusan hakim itu mencerminkan rasa keadilan bagi para pihak, baik kepada 
terdakwa, terpidana, penuntut umum maupun bagi masyarakat yang sangat mendambakan 
keadilan. 
Mengenai apa yang dimaksud dengan putusan pengadilan, Kitab Undang-Undang 
Hukum Acara Pidana (KUHAP) secara tegas dan jelas memberikan defisini sebagaimana 
bunyi Pasal 1 ayat 11 sebagai berikut: 
Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang 
pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebasatau lepas dari segala tuntutan 
hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.
10
 
Dari definisi putusan pengadilan sebagaimana rumusan Pasal 1ayat 11 KUHAP 
kiranya dapat memberi gambaran bahwa putusan pengadilan merupakan pernyataan hakim 
yang harus dinyatakan dalam sidang pengadilan yang terbuka. Isi dan sifat dari putusan 
pengadilan dapat berupa pemidanaan atau penjatuhan pidana, pembebasan atau pelepasan 
dari segala tuntutan hukum. Disamping itu putusan pengadilan harus diambil menurut tata 
cara yang telah ditentukan. 
Suatu putusan pengadilan harus diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka oleh 
karena putusan yang diucapkan pada sidang pengadilan yang tidak terbuka untuk umum, 
maka putusan tersebut batal demi hukum. Sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 195 KUHAP 
yaitu: 
                                                          
10
Rizki Muhammad Gerry, KUHP & KUHP (Jakarta: Permata Press, 2007), h. 194. 
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Sedangkan menyangkut tata cara pengambilan putusan pengadilan terdapat beberapa 
Pasal dalam KUHAP, yang secara tegas mengaturnya. Ketentuan-ketentuan tersebut harus 
dipenuhi oleh karena tidak terpenuhinya ketentuan-ketentuan dimaksud maka putusan 
pengadilan batal demi hukum. 
Sebagaimana telah diuraikan dimuka bahwa isi dari pada putusan pengadilan 
seharusnya mencerminkan rasa keadilan bagi para pihak, yang ada dalam hal ini terdakwa, 
terpidana, penuntut umum dan juga bagi masyarakat. Ketidak puasan terhadap putusan 
pengadilan merupakan alasan bagi para pihak (terdakwa, terpidana dan penuntut umum) 
untuk mengajukan keberatan terhadap putusan pengadilan yang dinilainya belum sesuai 
dengan apa yang seharusnya, keberatan tersebut diajukan melalui jalur upaya hukum. 
Mengenai apa yang dimaksud dengan upaya hukum diatur dalam Pasal 1 ayat 12 
KUHAP yang lengkapnya : 
Upaya hukum adalah hak terdakwa atau penuntut umum untuk tidak menerima 
putusan pengadilan yang berupa perlawanan atau banding atau kasasi atau hak terpidana 





Dari rumusan tersebut diatas disimpulkan bahwa upaya hukum dimaksudkan untuk 
melindungi kepentingan hukum terdakwa atau terpidana dan juga untuk melindungi 
kepentingan dari pada hukum itu sendiri. 
Dari sudut kepentingan hukum terdakwa, berarti terdakwa berhak untuk tidak 
menerima putusan pengadilan karena menurut kenyataan dan menurut aturan hukum yang 
                                                          
11
Rizki Muhammad Gerry, KUHP & KUHP (Jakarta: Permata Press, 2007), h. 273. 
12
Rizki Muhammad Gerry, KUHP & KUHP (Jakarta: Permata Press, 2007), h. 194. 
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berlaku terdakwa tidak dapat dipersalahkan sebagaimana isi putusan pengadilan. Sedangkan 
dari sudut kepentingan hukum itu sendiri, maka upaya hukum dimaksudkan untuk 
melindungi pelaksanaan dari aturan hukum itu sendiri, dalam arti apakah benar suatu 
peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya. 
Meskipun undang-undang membuka kemungkinan penggunaan hak dari terdakwa, 
terpidana atau penuntut umum untuk tidak menerima putusan pengadilan melalui jalur upaya 
hukum, tidak berarti bahwa terhadap setiap putusan pengadilan para pihak yang 
berkepentingan dapat menggunakan haknya tersebut. Yang berarti pula hanya terhadap hal-
hal yang sesuai sebagaimana ditentukan dalam undang-undang yang dapat dimintakan upaya 
hukum, serta menurut tata cara yang telah ditentukan oleh undang-undang. 
2. Bentuk-Bentuk Putusan Pengadilan 
a. Putusan Pemidanaan (Veroordeling) 
Mengenai apa yang dimaksud dengan putusan pemidanaan secara tersirat dapat 
ditemukan dalam Pasal 193 ayat 1 KUHAP yang bunyinya: 
Jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang 
didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana.
13
 
Sedangkan menurut Van Bemmelen yang dikutip oleh Andi Hamzah menyatakan 
bahwa : 
Putusan pemidanaan dijatuhkan oleh hakim jika ia telah mendapat keyakinan bahwa 




Selanjutnya menurut Yahya Harahap menyatakan mengenai putusan pemidanan ialah 
: 
                                                          
13
Rizki Muhammad Gerry, KUHP & KUHP (Jakarta: Permata Press, 2007), h. 272 
14
Rizki Muhammad Gerry, KUHP & KUHP (Jakarta: Permata Press, 2007), h. 286 
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Pemidanaan berarti terdakwa dijatuhi hukuman pidana sesuai dengan ancaman dalam 
Pasal tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa.
15
 
Dari beberapa pengertian mengenai putusan pemidanaan yang dikemukakan oleh para 
pakar tersebut diatas, dan sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 193 KUHAP kiranya 
dapat member gambaran tentang kapan suatu putusan pemidanaan dijatuhkan oleh hakim. 
Berkaitan dengan masalah kapan suatu putusan pemidanaan dijatuhkan oleh hakim, 
maka Pasal 183 KUHAP secara tegas menyatakan bahwa : 
Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan 
sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak 
pidana benar-benar terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukannya.
16
 
Dengan demikian dapat dikatakan bahwa untuk dapat menjatuhkan putusan 
pemidanaan, maka hakim harus berpedoman pada minimal dua alat bukti yang sah. Dan 
berdasarkan pada alat-alat bukti yang sah dan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, 
hakim memperoleh keyakinan bahwa kesalahan terdakwa terbukti secara sah dan 
meyakinkan. Setelah hakim memperoleh keyakinan bahwa kesalahan yang didakwakan 
kepada terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan, harus pula dipertimbangkan apakah 
perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa, dan terdakwa itu sendiri dapat dihukum atau 
tidak. 
Hal ini berarti bahwa putusan pemidanaan dijatuhkan oleh hakim bukan hanya 
didasarkan pada terbukti tidaknya kesalahan terdakwa, akan tetapi juga harus didasarkan pada 
pertimbangan apakan memang terdakwa dapat dijatuhi pidana atau tidak. 
Pertimbangan tersebut diatas sejalan dengan adanya ketentuan-ketentuan yang 
mengatur bahwa seorang tidak dapat dipidana oleh karena keadaan-keadaan yang tertentu 
                                                          
15
Rizki Muhammad Gerry, KUHP & KUHP (Jakarta: Permata Press, 2007), h. 333 
16
Rizki Muhammad Gerry, KUHP & KUHP (Jakarta: Permata Press, 2007), h. 268 
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pula, yang dalam ilmu hukum pidana dikenal dengan istilah-istilah dasar-dasar peniadaan 
pidana. 
Berkaitan dengan dasar peniadaan pidana Andi Zainal Abidin Farid menyatakan : 
Dasar peniadaan pidana (strafuitslutings gronden) haruslah dibedakan dengan dasar 
penghapusan penuntutan (verval van recht tot strafvordering). Yang berkaitan dengan 
menyatakan bahwa sifat melawan hukumnya perbuatan hapus atau kesalahan pembuat hapus 
karena adanya ketentuan undang-undang dan hukum yang membenarkan perbuatan atau yang 




Salah satu Pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang dapat 
dijadikan dasar peniadaan pidana adalah Pasal 44, yang menyatakan bahwa: 
Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungkan kepadanya 
karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan ddan terganggu karena penyakit, tidak dipidana.
18
 
Sehingga walaupun kesalahan yang didakwa terbukti secara sah dan meyakinkan, 
akan tetapi terhadap diri terdakwa berlaku dasar-dasar peniadaan pidana maka terdakwa tidak 
boleh dijatuhi pidana. 
Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa putusan pemidanaan dijatuhkan oleh 
hakim, jika ia berpendapat dan berkeyakinan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan 
meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, dan terhadap 
diri terdakwa tidak berlaku dasar-dasar peniadaan pidana. 
b. Putusan Bebas (Vrijspraak/Acquittal) 
Mengenai apa yang dimaksud dengan putusan bebas secara tersirat dapat ditemukan 
dalam Pasal 191 ayat 1 KUHAP,   yang juga merupakan dasar hukum penjatuhan putusan 
bebas. Yaitu sebagai berikut: 
                                                          
17
Abidin H A Zainal, Hukum Pidana 1, (Jakarta: Sinar Grafika,2010),  h. 401 
18
Abidin H A Zainal, Hukum Pidana 1, (Jakarta: Sinar Grafika,2010), h. 27 
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Jika pengadilan berpendapat dari hasil pemeriksaan disidang, kesalahan terdakwa atau 




Atas rumusan Pasal 191 ayat 1 KUHAP tersebut, Andi Hamzah ( 2011 : 287 ) 
menyatakan: 
Kurang tepat dipakai kata “kesalahan” disitu karena jika kesalahan tidak terbukti 
maka putusannya mesti lepas dari segala tuntutan hukum. Jika perbuatan yang didakwakan 
terbukti tetapi terdakwa tidak bersalah karena tidak melawan hukum atau ada alasan pemaaf. 
Jadi lebih tepat dipakai kata “perbuatan” disitu, sehingga berbunyi “. . .perbuatan yang 
didakwakan tidak terbukti dilakukan terdakwa
20. . .” 
Pengertian yang hampir sama diberikan Van Bemmelen yang dikutib oleh Andi 
Hamzah menyatakan bahwa : 
Putusan bebas dijatuhkan jika hakim tidak memperoleh keyakinan mengenai 
kebenaran (d.k.l mengenai pertanyaan apakah terdakwa telah melakukan perbuatan yang 
didakwakan) atau ia yakin bahwa apa yang didakwakan tidak atau setidak-tidaknya bukan 
terdakwa ini yang melakukan.
21
 
Sedangkan menurut Lilik Mulyadi, yang dimaksud dengan putusan bebas yang ada 
dalam bahasa Belanda dikenal dengan Vrijspraak adalah : 
Apabila terdakwa dijatuhi putusan bebas Vrijspraak, terdakwa tidak dipidana atau 
tidak menajalani hukuman karena hasil pemeriksaan di persidangan didakwakan jaksa 
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Abidin H A Zainal, Hukum Pidana 1, (Jakarta: Sinar Grafika,2010),  h. 271 
20
Abidin H A Zainal, Hukum Pidana 1, (Jakarta: Sinar Grafika,2010),  h. 287 
21
Abidin H A Zainal, Hukum Pidana 1, (Jakarta: Sinar Grafika,2010),  h. 287 
22
Mulyadi Lilik,Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia, (Bandung: PT. 
Citra Aditya Bakti. 2010). h. 151-152 
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Lain halnya dengan Yahya Harahap untuk memahami apa yang dimaksud dengan 
putusan bebas, terlebih dahulu harus dijawab “dalam keadaan yang bagaimana seorang 
terdakwa diputus bebas”.23 
Bila uraian tersebut dikaji, maka akan dapat diperoleh gambaran mengenai dasar 
pemikiran, pertimbangan maupun pendapat hakim dalam menjatuhkan putusan bebas. Hal ini 
mengandung konsekuensi bahwa pembahasan mengenai putusan bebas tidak terlepas dari 
substansi materi pembahasan tentang pembuktian unsur-unsur delik dan juga teorti ilmu 
hukum. 
Kerangka berfikir diatas dimaksudkan untuk mengetahui apakah pembuktiaan dalam 
pemeriksaan disidang pengadilan sudah sesuai dengan ketentuan-ketentuan mengenai 
pembuktian. 
Terkait dengan masalah pembuktian, dalam Hukum Acara Pidana dikenal dengan 4 
teori pembuktian, yaitu : 
1. Teori pembuktian berdasar undang-undang secara positif ( positif wetelijke 
bewijstheorie ). Menurut teori ini, sistem pembuktian positif bergantung pada alat-alat 
bukti sebagaimana disebut limitatif dalam undang-undang.
24
 Hal ini berarti jika telah 
terbukti suatu perbuatan sesuai dengan alat-alat bukti yang disebutkan oleh undang-
undang, maka keyakinan hakim tidak diperlukan sama sekali. 
Terhadap teori ini D. Simons yang dikutip Andi Hamzah menyatakan : 
Sistem atau teori pembuktian berdasar undang-undang secara positif (positif wettelijk) 
ini berusaha untuk menyingkirkan semua pertimbangan subjektif hakim dan mengikat hakim 
secara ketat menurut peraturan-peraturan  pembuktian yang keras.
25
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Harahap Yahya M, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang 
Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005). h. 864 
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Teori ini juga ditolak oleh Wirjono Prodjodikoro yang dikutip Andi Hamzah dengan 
alasan : 
Bagaimana hakim dapat menetapkan kebenaran selain dengan cara menyatakan 
kepada keyakinan tentang hal kebenaran itu.
26
 
2. Teori Pembuktian berdasar keyakinan hakim melulu (conviction intime theorie). 
Menurut teori ini didasari atas pemikiran bahwa pengakuan terdakwapun tidak selalu 
membuktikan kebenaran, sehingga dengan keyakinan hakim berdasar pada keyakinan 




Menurut Andi Hamzah teori memiliki kelemahan yaitu :  
Sistem ini memberi kebebasan hakim terlalu besar, sehingga sulit diawasi disamping 
itu dapat mengakibatkan banyaknya putusan-putusan bebas yang sangat aneh.
28
 
Kedua teori pembuktian yang diuraikan dimuka mengandung kelemahan-kelamahan 
yang prinsipil, teori yang satu membatasi kebebasan hakim dalam melakukan pembuktian. 
Sedangkan teori yang lain member kebebasan kepada hakim yang terlalu besar. Karena 
kelemahan-kelemahan tersebut maka sebagai jalan tengah muncul teori pembuktian berdasar 
keyakinan hakim atas alasan yang logis (laconviction raisonnee). 
3. Teori pembuktian berdasar keyakinan hakim atas alasan yang logis (laconviction 
raisonnee). Menurut teori ini hakim dapat memutus seorang yang bersalah berdasar 
atas keyakinannya, keyakinan mana disertai dengan suatu kesimpulan yang 
berlandaskan kepada aturan-aturan pembuktian tertentu. 
Dalam perkembangan selanjutnya teori pembuktian berdasar keyakinan hakim atas 
alasan yang logis terpecah menjadi dua yaitu : teori pembuktian berdasar  keyakinan hakim 
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atas alasan yang logis (laconviction raisonne theory) dan teori pembuktian berdasar undang-
undang secara  negatif (negatief wettelijk bewijstheori). 
Ketiga teori ini mempunyai persamaan yakni berdasar keyakinan hakim dengan 
konsekuensi bahwa terdakwa tidak mungkin dipidana tanpa adanya keyakinan hakim bahwa 
ia bersalah. Adapun perbedaan antara kedua teori ini terletak pada pangkal tolaknya. Teori 
pembuktian  berdasar keyakinan hakim atas alasan yang logis bertitik tolak pada keyakinan 
hakim dengan mengesampingkan undang-undang, sedangkan teori pembuktian berdasar 
undang-undang secara negatif berpangkal tolak pada ketentuan undang-undang, sehingga 
keyakinan hakim juga harus didasari pada ketentuan undang-undang. 
Jika teori-teori tersebut diatas dihubungkan dengan Pasal 183 KUHAP yang 
merupakan salah satu dasar penjatuhan putusan bagi hakim, yang lengkapnya : 
Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepaa seorang kecuali apabila dengan 
sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak 
pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya.
29
 
Maka dapat simpulkan bahwa KUHAP menganut teori pembuktian berdasar undang-
undang secara negatif. Hal ini berarti pula bahwa hakim dalam melakukan pembuktian pada 
pemeriksaan disidang pengadilan terikat pada peraturan-peraturan pembuktian yang 
ditentukan, disamping itu harus didukung dengan kemampuan dan integritas moral yang 
tinggi. 
Sebagaimana penegasan dalam Pasal 191 ayat 1 KUHAP bahwa untuk dapat 
dijatuhkan putusan bebas kepada terdakwa maka harus dibuktikan terlebih dahulu bahwa 
terdakwa tidak bersalah atau perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah 
dan meyakinkan penegasan tersebut diatas mengandung konsekuensi yuridis bahwa 
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kesalahan dan perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa tidak terbukti maka terdakwa 
diputus bebas. 
Sedangkan menurut Andi Zainal Abidin Farid menyatakan bahwa yang seharusnya 
dinyatakan diputus bebas oleh hakim, ialah terdakwa yang : 
 
a. Sama sekali tidak terbukti mewujudkan delik sesuai rumusan undangundang pidana; 
melakukan perbuatan yang bukan perbuatan pidana. 




Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa penjatuhan putusan bebas oleh hukum 
didasari atas pertimbangan dan pendapat serta keyakinan hukum, bahwa kesalahan yang 
didakwakan kepada terdakwa sama sekali tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Ataukah 
terhadap perbuatan dan diri terdakwa berlakuk dasar-dasar peniadaan pidana.  
c. Putusan Lepas dari Segala Tuntutan Hukum (Onslag van alle Rechtsvervolging) 
Ketentuan mengenai dengan putusan lepas dari segala tuntutan hukum diatur dalam 
Pasal 191 ayat 2 KUHAP, yaitu : 
Jika berpendapat bahwa yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan 




Atas ketentuan Pasal 191 ayat 2 KUHAP tersebut Yahya Harahap menyatakan : 
Kiranya putusan penglepasan dari segala tuntutan hukum didasarkan pada criteria : 
1. Apa yang 
didakwakan kepada terdakwa, memang terbukti secara sah dan meyakinkan. 
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sekalipun terbukti, hakim berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan tidak 
merupakan tindak pidana 
Mengacu pada pendapat Yahya Harahap tersebut diatas, maka kesimpulan yang dapat 
diambil bahwa perbuatn yang didakwakan dan yang telah terbukti tersebut bukan merupakan 
suatu tindak pidana. Yang berarti perbuatan yang didakwakan dan telah tersebut masuk 
dalam ruang lingkup hukum perdata, hukum adat, ataukah terhadap perbuatan yang 
didakwakan tersebut berlaku dasar-dasar peniadaan pidana. 
Sebagai contoh yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 38/Pid/1988/PT 
NTB pada tanggal 30 Juni 1988, yang menyatakan bahwa perbuatan yang didakwakan 
kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan perbuatan pidana. Putusan 
yang demikian diambil dari Mahkamah Agung berdasarkan alasan, bahwa oleh karena tidak 
adanya “unsur melawan hukum dalam perbuatan terdakwa “maka meskipun terdakwa 
terbukti melakukan perbuatan tersebut, perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana.
32
 
Pada bagian lain Yahya Harahap menyatakan untuk melihat lebih jelas apa yang 
dimaksud dengan putusan penglepasan dari segala tuntutan hukum ada baiknya bentuk 
putusan ini kita perbandingkan dengan putusan pembebasan, perbandingan mana dapat kita 
tinjau dari beberapa segi antara lain : 
 
4. Dari segi pembuktian 
Pada putusan pembebasan, perbuatan tindak pidana yang didakwakan kepada 
terdakwa  tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, jadi tidak memenuhi asas 
pembuktian menurut undang-undang secara negatif serta tidak memenuhi asas 
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batas minimal pembuktian yang dengan putusan penglepasan dari segala 
tuntutan hukum apa yang didakwakan kepada terdakwa cukup terbukti secara 
sah dan meyakinkan baik dinilai dari segi pembuktian menurut undang-undang 
secara negatif, maupun dari segi batas minimal pembuktian yang diatur dalam 
Pasal 183 KUHAP, akan tetapi perbuatan yang terbukti tadi “tidak merupakan 
tindak pidana”. Tegasnya perbuatan yang didakwakan dan telah terbukti tadi, 
tidak diatur dan tidak termasuk ruang lingkup hukum pidana tapi mungkin 
termasuk ruang lingkup hukum perdata, hukum dagang atau hukum adat. 
5. Dari segi penuntutan 
Pada putusan pembebasan, perbuatan yang dilakukan dan didakwakan kepada 
terdakwa benar-benar perbuatan tindak pidana yang harus dituntut dan 
diperiksa disidang pengadilan, Cuma dari segi penilaian pembuktian, 
pembuktian yang ada tidak cukup membuktikan keterbukaan kesalahan 
terdakwa. Oleh karena itu kesalahan terdakwa tidak terbukti, karena 
kesalahannya tidak terbukti, terdakwa “diputus bebas” dan membebaskan 
dirinya dari ancaman pidana yang didakwakan kepadanya. Sedang pada 
putusan penglepasan dari segala tuntutan hukum, pada hakekatnya apa yang 
didakwakan kepada terdakwa bukan merupakan tindak pidana. Barangkali 
hanya berupa quasi tindak pidana, seolah-olah penyidik dan penuntut umum 
melihat sebagai perbuatan tindak pidana.
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Berdasarkan pada uraian tersebut diatas, disimpulkan bahwa putusan lepas dari 
segala tuntutan hukum dijatuhkan pengadilan (hakim) bilamana pengadilan berpendapat 
bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa dan telah terbukti bukan merupakan 
tindak pidana. Oleh karena perbuatan yang didakwakan tersebut masuk dalam ruang 
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lingkup hukum perdata, hukum adat maupun hukum dagang. Ataukah terhadap perbuatan 
yang didakwakan dan yang telah terbukti tersebut berlaku dasar-dasar peniadaan pidana. 
Sebagaimana pandangan aliran dualistis yang dalam merumuskan unsur-unsur delik 
memisahkan antara unsur perbuatan dan unsur pembuat. Yang apabila kedua unsur tersebut 
telah terpenuhi, maka syarat penjatuhan pidana juga terpenuhi. Sedangkan apabila salah satu 
unsur tidak terpenuhi maka terdakwa harus diputus bebas atau lepas dari segala tuntutan 
hukum, yang dalam hal ini putusan lepas dari segala tuntutan hukum dijatuhkan pengadilan 







A. Jenis dan Lokasi Penelitian 
1. Jenis penelitian 
Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum dengan fokus penelitian pendekatan 
yuridis sosiologis (sociologis legal research). Secara yuridis mengkaji peraturan perundang 
undangan yang berkaitan dengantindak pidana pencurian dengan kekerasan (Studi Kasus 
Putusan Nomor: 51/Pid.B/2012/PN.Sungguminasa). Secara sosiologis dengan cara melihat 
kenyataan yang ada dilapangan berkaitan permasalahan yang akan di teliti yang di pandang 
dari sudut penerapan hukum. 
2. Lokasi penelitian 
Lokasi penelitian yang dimaksud adalah suatu tempat atau wilayah dimana penelitian 
tersebut akan dilaksanakan. Berdasarkan judul “Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan 
(Studi Kasus Putusan Nomor: 51/Pid.B/2012/PN.Sungguminasa)” maka penulis melakukan 
penelitian di Kota Gowa, tepatnya di Pengadilan Negeri Sungguminasa sebagai instansi yang 
paling berkompeten dan yang paling erat kaitannya dengan masalah yang diteliti oleh penulis, 
serta di beberapa tempat yang menyediakan bahan pustaka yaitu di Perpustakaan Fakultas 
Hukum dan Perpustakaan Pusat Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. 
B. Pendekatan Penelitian 
Pendekatan penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penulisan ini adalah 
penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum doktiner. 






Dimaksud populasi yakni keseluruhan komunitas hukum yang ada dalam wilayah 
hukum Pengadilan Negeri Sungguminasa Gowa mengingat jumlahnya terlalu besar dan nyata 
tidak efektif serta tidak efisien diteliti keseluruhannya, sehingga perlu dibijaksanai dengan 
penarikan beberapa informasi tertentu agar supaya yang terpilih sudah dianggap mewakili 
informasi lain. 
2. Sampel  
Penelitian akan menggunakan sampel untuk mencari data seputar kasus mengenai 
putusan hakim terhadap tindak pidana pencurian dengan kekerasan. Penelitian ini yang akan 
dijadikan informasi yang terdiri dari Hakim, panitera, panitera pengganti, dan putusan pada 
Pengadilan Negeri Sungguminasa Gowa yang perkaranya berkaitan dengan tindak pidan 
pencurian dengan kekerasan. 
C. Sumber Data 
 Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 
1. Data Primer adalah data yang diperoleh melalui penelitian lapangan dengan cara 
mewawancarai secara langsung dengan pihak yang berkompeten dalam hal ini yaitu 
hakim pada Pengadilan Negeri Sungguminasa dan jaksa yang bertugas pada 
Kejaksaan Negeri Sungguminasa. 
2. Data Sekunder adalah data yang diperoleh melalu studi kepustakaan yaitu melalui 
literatur atau buku-buku, laporanlaporan, peraturan perundang-undangan dan 
dokumen lain yang ada sebelumnya yang mempunyai hubungan yang erat dengan 






D. Metode Pengumpulan Data 
Dalam pembahsan penulisan skripsi ini, diperlukan data yang cukup sebagai bahan 
analisis. Selanjutnya untuk menentukan data yang di perlukan,maka digunakan teknik 
pengumpulan data sebagai berikut: 
1. Wawancara, Teknik wawancara (interview), yaitu melakukan wawancara atau 
tanya jawab dengan hakim dan pihak yang terkait dalam perkara pencurian dengan 
kekerasan ini guna memperoleh data dan informasi yang diperlukan. 
2. Teknik Kepustakaan, yaitu melalui pengumpulan data pustakayang berhubungan 
dengan hal-hal yang diteliti, berupadokumen dan literatur yang berkaitan dengan 
hal-hal yangditeliti, berupa dokumen dan literatur yang berkaitan dengan penelitian 
ini. 
E. Instrumen Penelitian 
Instrumen Penelitian yang dipakai untuk memperoleh data – data penelitian saat 
sudah memasuki tahap pengumpulan data di lapangan adalah wawancara, dokumentasi, dan 
observasi. Instrumen penelitian inilah yang akan menggali data dari sumber–sumber 
informasi. 
F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 
Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini merupakan data yangsifatnya kualitatif, 
maka teknik analisis data yang digunakan adalahanalisis kualitatif. Proses pengolahan data 
yang diperoleh adalah setelahdata tersebut dikumpul dan dipandang cukup, kemudian data 
tersebutdiolah dan dianalisis secara deduktif yaitu dengan berlandaskan kepadadasar-dasar 
pengetahuan umum kemudian meneliti persoalan-persoalanyang bersifat khusus. Berdasarkan 






G. Pengujian Keabsahan Data 
Dalam menguji data dan materi yang disajikan, dipergunakan metode sebagai berikut: 
1. Deskriptif yang pada umumnya digunakan dalam menguraikan, mengutip atau 
memperjelas bunyi peraturan perundang-undangan dan uraian umum. 
2. Komperatif yang pada umumnya digunakan dalam membandingkan perbedaan 
pendapat, terutama terhadap materi yang mungkin dapat menimbulkan 
ketidaksepahaman serta dapat menimbulkan kerancuan. 






PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN 
A. Posisi Kasus 
Pengertian tentang tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 
(KUHP) dikenai dengan istilah stratbaar feit dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana 
sering mempergunakan istilah delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu 
undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak 
pidana.Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar 
dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri 
tertentu pada peristiwa hukum pidana.Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak 
dari peristiwa-peristiwa yang kongkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana 
haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat 
memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat. 
Untuk mengetahui unsur-unsur tindak pidana yang diberlakukan pada kasus Putusan 
Nomor. 51/Pid.B/2012/PN.Sungguminasa. perlu diketahui terlebih dahulu penjatuhan 
putusan oleh Majelis Hakim dengan melihat acara pengadilan Negeri Sungguminasa yang 
bersidang di Sungguminasa Gowa yang memeriksa dan mengadili perkara pidana 
menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa: 
Nama Lengkap : HENDRO KARSONO alias GENTO bin EDI  
SUPANGAT 
Tempat Lahir    : Sungguminasa 
Umur/Tanggal Lahir   : 22 Tahun/ 28 Pebruari 1989 
Jenis Kelamin    : Laki-laki 
Kewarganegaraan/Kebangsaan  : Indonesia 
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Tempat tinggal : Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo No. 5 Kel. 
Batangkaluku Kec. Somba Opu Kab. Gowa 
Agama      :Islam 
Pekerjaan    : Buruh Bangunan    
Bahwa ia terdakwa Hendro Karsono Alias Gento Bin Edi Supangat bersama-sama 
dengan Lk. Purnomo (dalam BP terpisah) pada hari rabu tanggal 30 November 2011 sekitar 
pukul 02.00 wita atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu dalam tahun 2011, bertempat di 
Jl.Mangka Dg Bombong Kelurahan Paccinongan Kecamatan SombaOpu Kabupaten Gowa 
atau setidak-tidaknya pada suatu tempat atau dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri 
Sungguminasa, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan 
atau orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara hukum, yang didahului, disertai atau 
diikat dengan kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau 
mempermudah pencurian itu, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan 
melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau tetap menguasai barang yang dicuri 
dilakukan pada waktu malam didalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada 
rumahnya, atau dijalan umum, atau dalam kereta api, atau trem yang sedang berjalan jika 
perbuatan itu dilakukan bersama-sama oleh dua orang atau lebih yang untuk masuk ketempat 
melakukan kejahatan itu dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian 
jabatan palsu, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai tersebut:  
Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal saat Lk.Rahmat, Lk. 
Purnomo bersama-sama dengan terdakwa sementara minum kopi diwarung depan Rumah 
Sakit Syech Yusuf bersepakat untuk melakukan pencurian dirumah korban, dan sekitar pukul 
01.00 wita terdakwa bersama Lk.Rahmat dan Lk.Purnomo berbonceng tiga menuju rumah 
korban dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Dinas Merk Suzuki warna merah 
dengan No.Pol DD.3161 lalu memarkirnya di depan Toko Mega Mart dan selanjutnya 
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mereka  berjalan kaki menuju rumah korban dan sekitar 10 (sepuluh) meter sebelum rumah 
korban Lk.Rahmat dan Lk.Purnomo berhenti untuk standbay dan berjaga-jaga sedangkan 
terdakwa langsung menuju ke rumah korban kemudian mencongkel jendela rumah korban 
menggunakan obeng yang telah disiapkannya lalu masuk kedalam rumah korban dan saat itu 
Lk.Rahmat dan Lk.Purnomo merasa takut sehingga meninggalkan tempat tersebut sedangkan 
terdakwa tetap melakukan perbuatannya dengan mengambil 1 unit hp yang tersimpan diatas 
meja lalu Lk.Agus mendengar HP milik korban berdering bangun dan keluar dari kamar 
menuju ruang tamu dan melihat terdakwa melepas sambungan kabel dan hendak mengambil 
playstation 2 (PS2) milik korban yang terletak dalam rak bawah televisi selanjutnya Lk.Agus 
memeluk terdakwa dari belakang dan hendak menikam kemudian Lk.Agus meminta tolong 
kepada korban lalu korban langsung bangun dan keluar dari kamar melihat Lk.Agus sedang 
berkelahi dengan terdakwa kemudian korban langsung memeluk terdakwa sambil berteriak, 
kemudian terdakwa berontak dan menyenggol korban sehingga Lk.Agus dan korban 
mengalami luka pada bagian kepala akibat terbentur pada obeng yang di simpan terdakwa 
pada saku celananya dan terdakwa berusaha melarikan diri namun korban langsung 
mengambil tali yang pada saat itu ada diruang tamu kemudian Lk.Agus bersama-sama korban 
mengikat terdakwa dan menemukan HP milik korban pada saku celana terdakwa selanjutnya 
korban keluar dari rumah dan meminta tolong, lalu datang warga sekitar membantu dan 
korban melaporkan perbuatan terdakwa pada Pihak Kepolisian.  
Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 
ayat (2) ke-1, ke-2, ke-3 KUHP. 
B. Dakwaan Penuntut Umum 
Dalam kasus ini, Penuntut Umum menggunakan dakwaan tunggal.Dakwaannya hanya 
satu/tunggal dan tindak pidana yang digunakan apabila berdasarkan hasil penelitian terhadap 
materi perkara hanya satu tindak pidana saja yang didakwakan. Dalam dakwaan ini, terdakwa 
44 
 
hanya dikenai satu perbuatan saja, tanpa diikuti dengan dakwaan-dakwaan lain. Dalam 
menyusun surat dakwaan tersebut tidak terdapat kemungkinan-kemungkinan alternatif, atau 
kemungkinan untuk merumuskan tindak pidana lain sebagai penggantinya, maupun 
kemungkinan untuk mengakumulasikan atau mengkombinasikan tindak pidana dalam surat 
dakwaan. Peyuusunan surat dakwaan ini dapat dikatakan sederhana dalam perumusannya dan 
sederhana dalam pembuktian dan penerapan hukumnya. 
Adapun isi dari surat dakwaan yang telah dibaca, yaitu:  
Bahwa ia terdakwa Hendro Karsono Alias Gento Bin Edi Supangat bersama-sama 
dengan Lk. Purnomo (dalam BP terpisah) pada hari rabu tanggal 30 November 2011 sekitar 
pukul 02.00 wita atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu dalam tahun 2011, bertempat di 
Jl.Mangka Dg Bombong Kelurahan Paccinongan Kecamatan SombaOpu Kabupaten Gowa 
atau setidak-tidaknya pada suatu tempat atau dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri 
Sungguminasa, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan 
atau orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara hukum, yang didahului, disertai atau 
diikat dengan kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau 
mempermudah pencurian itu, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan 
melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau tetap menguasai barang yang dicuri 
dilakukan pada waktu malam didalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada 
rumahnya, ata dijalan umum, atau dalam kereta api, atau trem yang sedang berjalan jika 
perbuatan itu dilakukan bersama-sama oleh dua orang atau lebih yang untuk masuk ketempat 
melakukan kejahatan itu dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian 
jabatan palsu, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai tersebut:  
Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal saat Lk.Rahmat, Lk. 
Purnomo bersama-sama dengan terdakwa sementara minum kopi diwarung depan Rumah 
Sakit Syech Yusuf bersepakat untuk melakukan pencurian dirumah korban, dan sekitar pukul 
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01.00 wita terdakwa bersama Lk.Rahmat dan Lk.Purnomo berbonceng tiga menuju rumah 
korban dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Dinas Merk Suzuki warna merah 
dengan No.Pol DD.3161 lalu memarkirnya dan selanjutnya mereka  berjalan kaki menuju 
rumah korban dan sekitar 10 (sepuluh) meter sebelum rumah korban Lk.Rahmat dan 
Lk.Purnomo berhenti untuk standbay dan berjaga-jaga sedangkan terdakwa langsung menuju 
ke rumah korban kemudian mencongkel jendela rumah korban menggunakan obeng yang 
telah disiapkannya lalu masuk kedalam rumah korban dan saat itu Lk.Rahmat dan 
Lk.Purnomo merasa takut sehingga meninggalkan tempat tersebut sedangkan terdakwa tetap 
melakukan perbuatannya dengan mengambil 1 unit hp yang tersimpan diatas meja lalu 
Lk.Agus mendengar HP milik korban berdering, ia bangun dan keluar dari kamar menuju 
ruang tamu dan melihat terdakwa melepas sambungan kabel dan hendak mengambil 
playstation 2 (PS2) milik korban yang terletak dalam rak bawah televisi selanjutnya Lk.Agus 
memeluk terdakwa dari belakang dan hendak menikam kemudian Lk.Agus meminta tolong 
kepada korban lalu korban langsung bangun dan keluar dari kamar melihat Lk.Agus sedang 
berkelahi dengan terdakwa kemudian korban langsung memeluk terdakwa sambil berteriak, 
kemudian terdakwa berontak dan menyenggol korban sehingga Lk.Agus dan korban 
mendapat luka pada bagian kepala akibat terbentur pada obeng yang di simpan terdakwa pada 
saku celananya dan terdakwa berusaha melarikan diri namun korban langsung mengambil tali 
yang pada saat itu ada diruang tamu kemudian Lk.Agus bersama-sama korban mengikat 
terdakwa dan menemukan HP milik korban pada saku celana terdakwa selanjutnya korban 
keluar dari rumah dan meminta tolong, lalu datang warga sekitar membantu dan korban 
melaporkan perbuatan terdakwa pada Pihak Kepolisian. 
Dibuktikaan dakwaan primair terlebih dahulu yakni melanggar Pasal 365 Ayat (2) Ke-
1, Ke-2, Ke-3 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut: 
Ad. 1. Unsur Barang Siapa 
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Yang dimaksud dengan Barang Siapa adalah siapa saja Pelaku sebagai subjek hukum 
yang dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya, bahwa barang siapa dalam perkara ini 
adalah terdakwa Hendro Karsono Alias Gento Bin Edi Supangat sehat jasmani dan rohani 
dan telah diperiksa identitasnya oleh Majelis Hakim dan dibenarkan oleh terdakwa 
sebagaimana dalam surat dakwaan dan sesuai pula dengan keterangan saksi-saksi, dengan 
demikian unsur ini telah terpenuhi. 
Ad. 2. Unsur Mengambil suatu barang 
Bahwa yang dimaksud dengan mengambil suatu barang adalah memindahkan sesuatu 
dari tempat semula ketempat lain secara melawan hak. Berdasarkan fakta yang diperoleh 
dipersidangan dari keterangan saksi-saksi, barang bukti dan keterangan terdakwa  sendiri 
diperoleh fakta benar terdakwa pada hari rabu tanggal 30 November 2011sekitar pukul 02.00 
wita di Jl.Mangka Dg Bombong Kel.Paccinongan Kec.SombaOpu Kab.Gowa terdakwa 
masuk kedalam rumah dan korban dengan cara mencongkel jendela rumah korban dengan 
menggunakan obeng yang telah disiapkan oleh terdakwa lalu setelah jendela rumah terbuka, 
terdakwa lalu masuk kedalam rumah korban dan mengambil 1 unit Handphone merk Nokia 
Type Q9 warna silver yang tersimpan diatas meja dan mengambil 1 unit Playstation 2 merk 
Sony warna hitam yang terletak didalam rak dibawah televisi. Dengan demikian unsur ini 
terpenuhi. 
Ad. 3 Unsur yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain 
Berdasarkan keterangan para saksi dan terdakwa dipersidangan dapat diperoleh fakta 
bahwa benar berdasarkan fakta yang diperoleh dipersidangan dari keterangan saksi-saksi, 
barang bukti dan keterangan terdakwa sendiri diperoleh fakta bahwa benar 1 unit handphone 
merk Nokia type Q9 warna silver dan 1 unit playstation 2 merk Sony warna hitam yang 
diambil oleh terdakwa, seluruhnya adalah kepunyaan saksi korban Ida Dg Bola. Dengan 
demikian unsur ini telah terpenuhi. 
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Ad. 4 Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hak 
Berdasarkan fakta yang diperoleh dipersidangan dari keterangan saksi-saksi, barang 
bukti dan keterangan terdakwa sendiri diperoleh fakta benar terdakwa, pada hari Rabu 
tanggal 30 November 2011 sekitar pukul 02.00 wita di Jl. Mangka Dg Bombong 
Kel.Paccinongan Kec.SombaOpu Kab.Gowa terdakwa telah mengambil 1 unit handphone 
merk Nokia type Q9 warna silver dan 1 unit playstation 2 merk Sony warna hitam yang 
terletak dibawah rak televisi tanpa izin dari pemiliknya yakni korban Ida Dg Bola. Dengan 
demikian unsur ini telah terpenuhi. 
Ad.5 Unsur yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan 
terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian itu, atau 
dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lain, 
atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri. 
Berdasarkan fakta yang diperoleh dipersidangan dari keterangan saksi-saksi, barang 
bukti dan keterangan terdakwa sendiri diperoleh fakta benar terdakwa, pada hari Rabu 
Tanggal 30 November 2011 sekitar pukul 02.00 wita di Jl.Mangka Dg Bombong 
Kel.Paccinongan Kec.SombaOpu Kab.Gowa, terdakwa mengambil 1 unit handphone merk 
Nokia type Q9 warna silver yang tersimpan diatas meja dan 1 unit playstation 2 merk Sony 
warna hitam yang terletak didalam rak dibawah televisi. Kemudian selanjutnya Lk.Agus 
memeluk terdakwa dari belakang dan hendak menikam kemudian Lk.Agus meminta tolong 
kepada korban lalu korban langsung bangun dan keluar dari kamar melihat Lk.Agus sedang 
berkelahi dengan terdakwa kemudian korban langsung memeluk terdakwa sambil berteriak, 
kemudian terdakwa berontak dan menyenggol korban sehingga Lk.Agus dan korban 
mengalami luka pada bagian kepala akibat terbentur pada obeng yang di simpan terdakwa 
pada saku terdakwa. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi. 
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Ad.6.Unsur yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup 
yang ada rumahnya dijalan umum, didalam kereta api, atau trem yang sedang berjalan. 
Berdasarkan keterangan para saksi dan terdakwa dipersidangan diperoleh fakta yang 
benar terdakwa mengambil 1 unit handphone merk Nokia type Q9 warna silver yang 
tersimpan diatas meja dan 1 unit playstation 2 merk Sony warna hitam pada malam hari yaitu 
sekitar pukul 02.00 wita dini hari yang mana matahari belum terbit, handphone dan 
Playstation tersebut diambil oleh terdakwa didalam rumah korban. Dengan demikian unsur 
ini telah terpenuhi. 
Ad.7.Unsur perbuatan dilakukan bersama-sama oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu. 
Berdasarkan keterangan para saksi dan terdakwa dipersidangan diperoleh fakta bahwa 
benar terdakwa melakukan pencurian bersama-sama dengan Lk.Rahmat dan Lk.Purnomo 
bahwa berawal saat Lk.Rahmat, Lk. Purnomo bersama-sama dengan terdakwa sementara 
minum kopi diwarung depan Rumah Sakit Syech Yusuf bersepakat untuk melakukan 
pencurian dirumah korban, dan sekitar pukul 01.00 wita terdakwa bersama Lk.Rahmat dan 
Lk.Purnomo berbonceng tiga menuju rumah korban dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda 
motor Dinas Merk Suzuki warna merah, dan didepan Toko Mega Mart menghentikan motor 
kemudian memarkirnya selanjutnya dengan berjalan kaki menuju kerumah korban dan sekitar 
10 meter sebelum rumah korban, kemudian Lk.Rahmat dan Lk.Purnomo bertugas untuk 
berjaga-jaga sedangkan terdakwa langsung menuju kerumah korban kemudian mencongkel 
jendela rumah korban, terdakwa mengambil 1 unit handphone merk Nokia type Q9 warna 
silver yang tersimpan diatas meja dan mengambil 1 unit playstation 2 merk Sony warna hitam 
yang terletak didalam rak dibawah televisi. Selanjutnya Lk.Agus terbangun dari tidurnya dan 
melihat perbuatan terdakwa, lalu Lk.Agus memeluk terdakwa dari belakang namun 
terdakwaberontak sambil mengatakan hendak menikam Lk.Agus kemudian Lk.Agus 
berteriak minta tolong kepada korban, korban langsung keluar dari kamar tidur dan melihat 
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Lk.Agus sementar berkelahi dengan terdakwa, korban langsung memeluk terdakwa dan 
berteriak pencuri lalu terdakwa memukul kepala korban dengan kepalan tangannya, lalu 
terdakwa berusaha melarikan diri namun korban langsung mengambil tali pada saat itu ada 
diruang tamu. Selanjutnya Lk.Agus bersama-sama dengan korban mengikat terdakwa 
kemudian datang warga sekitar membantu korban.Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi. 
Ad.8.Unsur yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan dengan merusak atau 
memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan 
palsu. 
Berdasarkan keterangan para saksi dan terdakwa dipersidangan diperoleh fakta bahwa 
benar terdakwa masuk kedalam rumah korban dengan cara mencongkel jendela rumah milik 
korban hingga rusak. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi. 
Oleh karena semua unsur dakwaan Primair yakni melanggar Pasal 365 Ayat (2) Ke-1, 
Ke-2, Ke-3 KUHP telah dapat dibuktikan, maka Jaksa Penuntut Umum berkeyakinan 
Terdakwa Hendro Karsono Alias Gento Bin Edi Supangat telah terbukti secara sah dan 
meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dengan Kekerasan” sebagaimana 
diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (2) Ke-1, Ke-2, Ke-3 KUHP. Oleh karena 
itu Jaksa Penuntut Umum tidak perlu membuktikan dakwaan subsidair. 
C. Pembuktian 
Adapun alat bukti yang diajukan untuk Penuntut Umum dalam persidangan ini, sebagai 
berikut: 
I. Keterangan Saksi-saksi 
1. Saksi Korban Ida Dg.Bola, memberikan keterangan dibawah sumpah yang ada 
pokoknya menerangkan sebagai berikut: 
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- Bahwa saksi mengerti sebabnya sehingga diperiksa sehubungan dengan terjadinya 
peristiwa pencurian yang dialami oleh saksi. 
- Bahwa peristiwa pencurian tersebut 30 November 2011 sekitar pukul 02.00 wita di 
Jl.Mangka Dg Bombong Kelurahan Paccinongan Kecamatan SombaOpu Kabupaten 
Gowa. 
- Bahwa barang milik saksi yang telah dicuri oleh terdakwa yakni 1 unit Handphone 
merek Nokia Type Q9 warna silver dan 1 unit Playstation 2 (PS2) merk Sony warna 
hitam. 
- Bahwa saat kejadian saksi dan suami saksi sementara tidur didalam kamar dan secara 
tiba-tiba saksi dan mendengar suami berteriak “bangunko matika napukulka pencuri” 
dan saksi langsung bangun dan keluar dari kamar dan saksi melihat suami saksi 
sementara berkelahi dengan terdakwa dan saksi langsung memeluk terdakwa sambil 
berteriak “pencuri-pencuri” dan terdakwa menyenggol saksi dan terdakwa lepas dari 
pelukan saksi dan terdakwa berusaha lari dan saksi langsung mengambil tali yang 
kebetulan ada diruang tamu saksi dan saksi langsung mengikat terdakwa kemudian 
suami saksi juga membantu mengikat terdakwa dan saksi langsung menggeledah 
terdakwa dan saksi temukan HP milik saksi dikantong celana terdakwa dan saksi 
keluar rumah sambil berteriak  pencuri dan akhirnya banyak warga yang datang dan 
selanjutnya saksi melapor kepolres gowa dan selanjutnya anggota polres Gowa 
mendatangi TKP dan membawa terdakwa kepolres Gowa, selanjutnya saksi kembali 
kerumah dan memeriksa keadaan rumah saksi, yakni jendela rumah saksi rusak 
karena telah dicungkil oleh terdakwa dan melihat Playstation (PS2) saksi telah keluar 
dari tempatnya. 
- Bahwa 1 unit Handphone merek Nokia Type Q9 warna silver saksi simpan diruang 
tamu diatas meja sementara saksi chas dan 1 unit Playstation 2 (PS2) merk Sony 
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warna hitam saksi simpan diruang tamu dibawah televisi berdekatan dengan 
handphone. 
- Bahwa adapun cara terdakwa masuk kedalam rumah saksi yakni terdakwa masuk 
lewat jendela dengan cara merusak jendela rumah yakni dengan cara mencungkil 
dengan menggunakan obeng karena saksi juga temukan satu buah obeng dikantong 
celana terdakwa. 
- Bahwa terdakwa mengambil 1 unit Handphone merek Nokia Type Q9 warna silver 
dan 1 unit Playstation 2 (PS2) merk Sony warna hitam tanpa izin dari saksi. 
- Bahwa saat terjadi peristiwa pencurian tersebut, suami saksi mengalami luka pada 
bagian kepalanya akibat dipukul oleh terdakwa. 
Atas keterangan saksi korban tersebut terdakwa membenarkan. 
2. Saksi Purnomo Bin Edi Supangat, memberikan keterangan dibawah sumpah yang ada 
pokoknya menerangkan sebagai berikut: 
- Bahwa saksi mengerti sebabnya sehingga diperiksa sehubungan dengan terjadinya 
peristiwa pencurian yang dialami oleh saksi. 
- Bahwa peristiwa pencurian tersebut 30 November 2011 sekitar pukul 02.00 wita di 
Jl.Mangka Dg Bombong Kelurahan Paccinongan Kecamatan SombaOpu Kabupaten 
Gowa. 
- Bahwa awalnya saksi bersama Rahmat dan terdakwa Hendro Karsono sementara 
minum kopi diwarung depan Rumah Sakit Syech Yusuf bersepakat untuk melakukan 
pencurian dirumah  korban, dan sekitar pukul 01.00 wita terdakwa bersama 
Lk.Rahmat dan Lk.Purnomo berbonceng tiga menuju rumah korban dengan 
mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Dinas Merk Suzuki warna merah lalu 
memarkirnya dan selanjutnya kami berjalan kaki menuju rumah korban dan sekitar 
10 (sepuluh)metersebelum rumah korban, saksi dan Rahmat berhenti untuk berjaga-
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jaga sedangkan terdakwa langsung menuju ke rumah korban kemudian mencongkel 
jendela rumah korban menggunakan obeng yang telah disiapkannya,lalu masuk 
kedalam rumah korban, namun saat itu saksi dan Rahmat merasa takut sehingga 
meninggalkan tempat tersebut dan terdakwa sendirian dalam melakukan pencurian.  
- Bahwa adapun alat yang digunakan oleh terdakwa pada saat melakukan pencurian 
yakni 1 buah obeng warna kuning yang digunakan untuk mencongkel jendela rumah 
korban, dan menggunakan sepeda motor dinas merk Suzuki warna merah No. Pol DD 
3161. 
- Bahwa yang mempunyai ide yang untuk melakukan pencurian adalah terdakwa 
Hendro Karsono. 
Atas keterangan saksi korban tersebut tersebut terdakwa membenarkan. 
3. Saksi Agus Putra Bin Dg. Pagiling, memeberikan keterangan dibawah sumpah yang 
pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: 
- Bahwa saksi mengerti sebabnya sehingga diperiksa sehubungan dengan terjadinya 
peristiwa pencurian yang dialami oleh saksi. 
- Bahwa peristiwa pencurian tersebut 30 November 2011 sekitar pukul 02.00 wita di 
Jl.Mangka Dg Bombong Kelurahan Paccinongan Kecamatan SombaOpu Kabupaten 
Gowa. 
- Bahwa barang milik korban yang telah dicuri oleh terdakwa yakni 1 unit Handphone 
merk Nokia Q9 warna silver dan 1 unit playstation (PS2) merk sony warna hitam. 
- Bahwa saat kejadian saksi bersama dengan istri saksi yakni Ida Dg.Bola sementara 
tidur dalam kamar dan tiba-tiba saksi mendengar Hp milik korban bordering 
selanjutnya saksi terbangun dan keluar menuju keruang tamu dan melihat terdakwa 
sementara melepas sambungan kabel dan hendak mengambil playstation 2 milik 
korban yang terletak dibawah rak televise selanjutnya saksi memeluk terdakwa dari 
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belakang namun terdakwa memberontak sambil mengatakan hendak menikam saksi 
kemudian saksi berteriak minta tolong kepada istri saksi, istri saksi langsung bangun 
dan keluar dari kamar dan melihat saksi sementara berkelahi dengan terdakwa.  Istri 
saksi langsung memeluk terdakwa dan berteriak pencuri lalu terdakwa menyenggol 
istri saksi sehingga istri saksi terjatuh yang mengakibatkan kepalanya terbentur 
dimeja sedangkan saksi mengalami luka pada bagian kepala akibat terbentur pada 
obeng yang dibawa terdakwa pada saku celananya, dan terdakwa berusaha melarikan 
diri namun istri saksi langsung mengambil tali yang ada pada saat itu ada diruang 
tamu selanjutnya saksi bersama-sama dengan istri saksi mengikat terdakwa dan 
menemukan HP milik korban pada saku celana terdakwa kemudian istri saksi keluar 
dari rumah dan berteriak pencuri-pencuri dan akhirnya datang warga yang 
membantu.  
- Bahwa 1 unit Handphone merek Nokia Type Q9 warna silver saksi simpan diruang 
tamu diatas meja sementara saksi chas dan 1 unit Playstation 2 (PS2) merk Sony 
warna hitam saksi simpan diruang tamu dibawah televise berdekatan dengan 
handphone. 
- Bahwa adapun cara terdakwa masuk kedalam rumah saksi yakni terdakwa masuk 
lewat jendela dengan cara merusak jendela rumah yakni dengan cara mencungkil 
dengan menggunakan obeng karena saksi juga temukan satu buah obeng dikantong 
celana terdakwa. 
- Bahwa terdakwa mengambil 1 unit Handphone merek Nokia Type Q9 warna silver 
dan 1 unit Playstation 2 (PS2) merk Sony warna hitam tanpa izin dari saksi. 
- Bahwa akibat pencurian tersebut saksi mengalami luka pada bagian kepalanya dan 
mendapatkan perawatan medis berupa 6 jahitan dan istri saksi mengalami luka 
memar pada bagian kepala. 
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Atas keterangan saksi korban tersebut terdakwa membenarkan. 
4. Saksi Nurhayati Alias Minasai Dg Tinja Binti Ramang, memeberikan keterangan 
dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: 
- Bahwa saksi mengerti sebabnya sehingga diperiksa sehubungan dengan terjadinya 
peristiwa pencurian yang dialami oleh saksi. 
- Bahwa peristiwa pencurian tersebut 30 November 2011 sekitar pukul 02.00 wita di 
Jl.Mangka Dg Bombong Kelurahan Paccinongan Kecamatan SombaOpu Kabupaten 
Gowa. 
- Bahwa barang milik korban yang telah dicuri oleh terdakwa yakni 1 unit Handphone 
merk Nokia Q9 warna silver dan 1 unit playstation (PS2) merk sony warna hitam. 
- Bahwa saat kejadian saksi sementara tidur di kamar tengah dan tiba-tiba saksi 
mendengar suami korban meminta tolong selanjutnya saksi terbangun dan keluar 
menuju keruang tamu dan melihat suami korban sementara berkelahi dengan 
terdakwa, selanjutnya saksi memeluk terdakwa dari belakang dan berteriak pencuri 
lalu terdakwa menyenggol korban sehingga korban terjatuh yang mengakibatkan 
kepalanya terbentur dimeja sedangkan suami korban mengalami luka pada bagian 
kepala akibat terbentur pada obeng yang dibawa terdakwa pada saku celananya, dan 
terdakwa berusaha melarikan diri namun korban langsung mengambil tali yang ada 
pada saat itu ada diruang tamu selanjutnya korban dan suami korban bersama-sama 
mengikat terdakwa dan menemukan HP milik korban pada saku celana terdakwa 
kemudian korban keluar dari rumah dan berteriak pencuri-pencuri dan akhirnya 
datang warga yang membantu.  
- Bahwa pada saat kejadian saksi tidak membantu korban, sebab saat itu saksi 
sementara menggendong bayi saksi. 
55 
 
- Bahwa 1 unit Handphone merek Nokia Type Q9 warna silver tersimpan diruang tamu 
diatas meja sementara saksi chas dan 1 unit Playstation 2 (PS2) merk Sony warna 
hitam saksi simpan diruang tamu dibawah televise berdekatan dengan handphone. 
- Bahwa adapun cara terdakwa masuk kedalam rumah saksi yakni terdakwa masuk 
lewat jendela dengan cara merusak jendela rumah yakni dengan cara mencungkil 
dengan menggunakan obeng karena saksi juga temukan satu buah obeng dikantong 
celana terdakwa. 
- Bahwa terdakwa mengambil 1 unit Handphone merek Nokia Type Q9 warna silver 
dan 1 unit Playstation 2 (PS2) merk Sony warna hitam milik korban Ida Dg.Bola. 
- Bahwa akibat pencurian tersebut saksi mengalami luka pada bagian kepalanya dan 
mendapatkan perawatan medis berupa 6 jahitan dan istri saksi mengalami luka 
memar pada bagian kepala. 
Atas keterangan saksi korban tersebut terdakwa membenarkan. 
II. Barang Bukti: 
- 1 (satu) unit Handphone merk Nokia Q9 warna silver 
- 1 (satu) unit playstation (PS2) merk Sony warna hitam 
- 1 (satu) unit motor Dinas merk Suzuki warna merah No.Pol DD 3161 
- 1 (satu) buah obeng berwarna kuning 
Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum untuk itu dapat 
dipergunakan untuk memperkuat pembuktian, Majelis Hakim telah memperlihatkan 
barang bukti mana kepada para saksi dan terdakwa sendiri semuanya membenarkan. 
III. PETUNJUK 
Dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti jika dihubungkan 
satu sama lainnya terdapat persesuaian yang dapat dijadikan petunjuk bahwa benar telah 
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terjadi tindak pidana Pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa Hendro 
Karsono Alias Gento Bin Edi Supangat. 
IV. Keterangan Terdakwa 
Terdakwa Hendro Karsono Alias Gento Bin Edi Supangat, memberikan keterangan 
dibawah sumpah yang ada pokoknya menerangkan sebagai berikut: 
- Bahwa saksi mengerti sebabnya sehingga diperiksa sehubungan dengan terjadinya 
peristiwa pencurian yang dilakukan oleh terdakwa Hendro Karsono 
- Bahwa peristiwa pencurian tersebut 30 November 2011 sekitar pukul 02.00 wita di 
Jl.Mangka Dg Bombong Kelurahan Paccinongan Kecamatan SombaOpu Kabupaten 
Gowa. 
- Bahwa bermula ketika terdakwa bersama Rahmat dan Purnomo sementara minum 
kopi diwarung depan Rumah Sakit Syech Yusuf bersepakat untuk melakukan 
pencurian dirumah  korban, dan sekitar pukul 01.00 wita terdakwa berbonceng tiga 
menuju rumah korban dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Dinas Merk 
Suzuki warna merah lalu memarkirnya di depan Toko Mega Mart dan selanjutnya 
kami berjalan kaki menuju rumah korban dan sekitar 10 (sepuluh)metersebelum 
rumah korban, Rahmat dan Purnomo berhenti untuk berjaga-jaga sedangkan 
terdakwa langsung menuju ke rumah korban kemudian mencongkel jendela rumah 
korban menggunakan obeng yang telah disiapkannya,lalu masuk kedalam rumah 
korban, dan mengambil 1 unit Handphone yang tersimpan diatas meja dan 1 unit 
Playstation 2 yang tersiman didalam rak lemari TV, namun suami korban terbangun 
dan langsung memeluk terdakwa dan terdakwa berontak kemudian suami korban 
berteriak minta tolong sehingga istri korban terbangun dan ikut memegang terdakwa 
namun terdakwa menyenggolnya sehingga istri korban tejatuh dan mengakibatkan 
kepalanya terbentur dikursi, lau datang warga sekitar membantu korban. 
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- Bahwa adapun alat yang digunakan terdakwa pada saat melakukan pencurian yakni 1 
buah obeng warna kuning yang digunakan untuk mencongkel jendela rumah korban, 
dan ,menggunakan sepeda motor dinas merk Suzuki warna merah No.Pol DD 3161. 
- Bahwa yang memunyai ide untuk melakukan pencurian adalah terdakwa sendiri. 
- Bahwa terdakwa mengambil 1 unit Handphone dan 1 unit Playstation milik korban 
tanpa izin dari korban.  
D. Tuntutan 
Berdasarkan uraian dimaksud kami Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini dengan 
memperhatikan ketentuan undang-undang yang bersangkutan. 
MENUNTUT 
Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa yang memeriksa dan mengadili 
perkara ini berkenan memutuskan: 
1. Menyatakan Terdakwa Hendro Karsono Alias Gento Bin Edi Supangat terbukti 
secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan 
Kekerasan sebagaimana yang didakwakan kepadanya sesuai dalam dakwaan Pasal 
365 Ayat (2) Ke-1, Ke-2, Ke-3 KUHP. 
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Hendro Karsono Alias Gento Bin Edi 
Supangat dengan pidana penjara paling lama 6 (enam)bulan dikurangi selama 
terdakwa menjalani masa penahanan sementara. 
3. Menetapkan barang bukti berupa 
- 1 (satu) unit Handphone merk Nokia Q9 warna silver 
- 1 (satu) unit playstation (PS2) merk Sony warna hitam 
Dikembalikan kepada korban Ida Dg Bola 
- 1 (satu) unit motor Dinas merk Suzuki warna merah No.Pol DD 3161 
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Dikembalikan kepada pemiliknya 
- 1 (satu) buah obeng berwarna kuning 
Dirampas untuk dimusnahkan 
4. Membebankan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua 
ribu rupiah). 
 
E. Pertimbangan Hakim 
Bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari secara cermat dakwaan penuntut umum 
No.Reg.Perkara No:51/Pid.B/2012/PN.Sungguminasa. bahwa didalam uraiannya sehingga 
terdakwa diajukan ke persidangan Pengadilan Negeri Sungguminasa Gowa adalah berpokok 
pangkal pada perbuatan terdakwa dengan melawan hukum mengambil sesuatu barang/benda 
yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki disertai 
atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk 
mempersiapkan atau mempermudah pencurian tersebut yang dilakukan oleh dua orang atau 
lebih dengan bersekutu sehingga mengakibatkan luka-luka berat pada korban. Atas perbuatan 
terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum pada dakwaannya: terdakwa telah didakwa 
melanggar Pasal 365 ayat (2) Ke-1, Ke-2, Ke-3 KUHP. 
Ad. 1. Unsur Barang Siapa 
Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam unsur ini adalah setiap 
subyek hukum dipertanggungjawabkan atas setiap perbuatannya dengan pengertian bahwa 
dalam diri subyek hukum tersebut melekat erat kemampuannya untuk bertanggungjawab 
terhadap hal-hal atau keadaan-keadaan yang dapat mengakibatkan orang yang melakukan 
suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana yang secara tegas disebutkan 
dalam undang-undang, dapat dihukum. 
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Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan orang yang bernama HENDRO 
KARSONO alias GENTO bin EDI SUPANGAT yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat 
penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan sebagai terdakwa, dan para terdakwa 
mengakui bahwa identitas sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan adalah sebagai 
identitas dirinya yang sehat jasmani dan rohani serta selama dalam pemeriksaan mampu 
untuk menanggapi semua pertanyaan yang diajukan oleh Hakim, Penuntut Umum dan 
Keterangan saksi-saksi sehingga terdakwa HENDRO KARSONO alias GENTO bin EDI 
SUPANGAT merupakan subyek hukum yang mampu untuk mempertanggungjawabkan 
sehingga tidak terdapat error in persona atau kesalahan orang yang didakwa dalam perkara ini 
oleh karena itu unsur barang siapa telah terbukti. 
Ad.2.Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain 
dengan maksud akan memiliki barang itu dengan  melawan hak. 
Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil sesuatu barang adalah 
memindahkan sesuatu barang dari tempat semula ke tempat lain yang mengakibatkan barang 
tersebut berada dibawah kekuasaan orang yang mengambil atau yang melakukan . 
Menimbang bahwa yang dimaksud dengan yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan 
orang lain mengandung pengertian adalah barang tersebut baik seluruhnya atau sebagian 
sama sekali bukan kepunyaan terdakwa melainkan kepunyaan orang lain.  
Menimbang, bahwa yang dimaksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah 
upaya untuk menguasai suatu barang layaknya seorang pemilik atau berbuat seolah-olah 
sebagai pemilik, akan tetapi penguasaan atas barang tersebut dilakukan tanpa seijin dari 
pemiliknya atau tanpa alas hak yang sah atau bertentangan dengan hukum.  
Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa  
dihubungkan dengan barang bukti dipersidangan Majelis Hakim memperoleh fakta hukum 
sebagai berikut:  
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- Bahwa terdakwa HENDRO KARSONO alias GENTO bin EDI SUPANGAT 
bersama-sama dengan Lk.Rahmat dan Lk.Purnomo pada hari Rabu Tanggal 30 
November 2011 sekitar pukul 02.00 wita bertempat di Jl.Mangka Dg Bombong 
Kel.Paccinongan Kec.SombaOpu Kab.Gowa. 
- Bahwa terdakwa bersama Lk.Rahmat dan Lk.Purnomo berbonceng tiga menuju 
rumah korban dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Dinas Merk Suzuki 
warna merah dengan No.Pol DD 3161 lalu memarkirnya dan selanjutnya mereka 
berjalan kaki menuju rumah korban dan sekitar 10 meter sebelum rumah korban 
Lk.Rahmat dan Lk.Purnomo berhenti untuk standbay dan berjaga-jaga.  
- Bahwa terdakwa langsung menuju kerumah saksi Ida Dg Bola dan saksi Agus 
kemudian mencongkel jendela rumah korban dengan menggunakan obeng yang telah 
disiapkannya lalu masuk kedalam rumah saksi Ida Dg.Bola. 
- Bahwa terdakwa kemudian mengambil 1 (satu) unit HP yang tersimpan di atas meja 
lalu saksi Agus mendengar HP milik saksi bordering bangun dan keluar dari kamar 
menuju ruang tamu dan melihat terdakwa Hendro sedang melepas sambungan kabel 
dan hendak mengambil Playstation 2 (PS2) milik saksi yang terletak dalam rak 
dibawah televisi  
 
Menimbang bahwa perbuatan terdakwa Hendro yang telah mengambil 1 (satu) unit HP 
milik saksi Agus yang terletak diatas meja kemudian melepaskan sambungan kabel 
Playstation 2 (PS2) yang terletak didalam rak dibawah televisi milik saksi Ida Dg.Bola dan 
saksi Agus yang pada saat itu mendapati terdakwa Hendro sedang melakukan perbuatan 
tersebut menunjukkan bahwa perbuatan terdakwa Hendro tersebut mempunyai maksud dan 
tujuan untuk mengambil dan menguasai Hp dan Ps2 milik saksi Ida Dg.Bola dan saksi Agus 
tanpa ijin atau sepengetahuan saksi Ida Dg.Bola sebagai pemilik yang sah atas kedua barang 
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tersebut dan sama sekali bukan kepunyaan dari terdakwa Hendro sehingga Majelis Hakim 
berpendapat bahwa unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian 
kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak tersebut 
telah terbukti. 
Ad.3.Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, 
yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan 
dengan kemauannya orang yang berhak: 
Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan malam, menurut ketentuan Pasal 98 KUHP 
adalah masa diantara matahari terbenam dan matahari terbit.Sedangkan yang dimaksud 
dengan rumah adalah tempat yang digunakan berdiam siang malam. 
Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa 
dihubungkan dengan barang bukti dipersidangan Majelis Hakim memperoleh fakta hukum 
sebagai berikut:  
- Bahwa HENDRO KARSONO alias GENTO bin EDI SUPANGAT bersama-sama 
- dengan Lk.Rahmat dan Lk.Purnomo pada hari Rabu Tanggal 30 November 2011 
sekitar pukul 02.00 wita bertempat di Jl.Mangka Dg Bombong Kel.Paccinongan 
Kec.SombaOpu Kab.Gowa. 
- Bahwa terdakwa langsung menuju kerumah saksi Ida Dg Bola dan saksi Agus 
kemudian mencongkel jendela rumah korban dengan menggunakan obeng yang telah 
disiapkannya lalu masuk ke dalam rumah saksi Ida Dg.Bola. 
 
Menimbang bahwa dipersidangan terungkap fakta hukum bahwa terdakwa Hendro 
telah mengambil barang-barang milik saksi Ida Dg.Bola dan saksi Agus berupa 1(satu) Hp 
dan 1 (satu) Playstation didalam rumah saksi Ida Dg.Bola dan saksi Agus yang terletak di 
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Jl.Mangka Dg Bombong Kel.Paccinongan Kec.SombaOpu Kab.Gowa sekitar pukul 02.00 
wita. 
Menimbang bahwa keberadaan saksi didalam rumah saksi Ida Dg.Bola dan Saksi Agus 
sekitar pukul 02.00 wita menunjukkan bahwa perbuatan terdakwa Hendro dilakukan dalam 
sebuah rumah pada saat antara matahari terbenam dan matahari terbit dengan demikian unsur 
Pada waktu malam dalaam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang 
dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan 
kemauannya orang yang berhak telah terbukti. 
Ad.4.Unsur yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih: 
Menimbang, bahwa supaya masuk dalam unsur ini, maka dua orang atau lebih itu 
semua harus bertindak sebagai pembuat atau turut melakukan. 
Menimbang bahwa dipersidangan terungkap fakta hukum sebagai berikut:  
- Bahwa HENDRO KARSONO alias GENTO bin EDI SUPANGAT bersama-sama 
- dengan Lk.Rahmat dan Lk.Purnomo pada hari Rabu Tanggal 30 November 2011 
sekitar pukul 02.00 wita bertempat di Jl.Mangka Dg Bombong Kel.Paccinongan 
Kec.SombaOpu Kab.Gowa. 
- Bahwa terdakwa bersama Lk.Rahmat dan Lk.Purnomo berbonceng tiga menuju 
rumah korban dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Dinas Merk Suzuki 
warna merah dengan No.Pol DD 3161 lalu memarkirnya dan selanjutnya mereka 
berjalan kaki menuju rumah korban dan sekitar 10 meter sebelum rumah korban 
Lk.Rahmat dan Lk.Purnomo berhenti untuk standbay dan berjaga-jaga.  
- Bahwa terdakwa langsung menuju kerumah saksi Ida Dg Bola dan saksi Agus 
kemudian mencongkel jendela rumah korban dengan menggunakan obeng yang telah 
disiapkannya lalu masuk kedalam rumah saksi Ida Dg.Bola. 
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- Bahwa terdakwa kemudian mengambil 1 (satu) unit HP yang tersimpan di atas meja 
lalu saksi Agus mendengar HP milik saksi bordering bangun dan keluar dari kamar 
menuju ruang tamu dan melihat terdakwa Hendro sedang melepas sambungan kabel 
dan hendak mengambil Playstation 2 (PS2) milik saksi yang terletak dalam rak 
dibawah televisi  
- Menimbang bahwa terdakwa Hendro bersama saksi Purnomo dan Rahmat pada 
asasnya sejak awal telah menghendaki dan mengetahui tujuan mereka pergi untuk 
melakukan pencurian dimana terdakwa Hendro bersama dengan saksi Purnomo dan 
Rahmat telah mengetahui peran atau tugas dari masing-masing dalam melakukan 
pencurian sehingga pencurian yang dilakukan berhasil mengambil barang-barang 
milik saksi Ida Dg.Bola dan saksi Agus yang pada akhirnya hasil curian tersebut 
sedianya akan dimanfaatkan bersama oleh karena itu Majelis Hakim dalam perkara 
ini berkesimpulan bahwa unsur dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih 
telah terbukti. 
 
Ad.5.Unsur yang dilakukan dengan jalan membongkar atau memanjat atau dengan jalan 
memakai kunci palsu, perintah jabatan palsu. 
Menimbang bahwa dipersidangan diperoleh fakta hukum bahwa terdakwa Hendro telah 
melakukan  pencurian pada hari rabu tanggal 30 November 2011 sekitar pukul 02.00 wita di 
Jl.Mangka Dg Bombong Kel.Paccinongan Kec.SombaOpu Kab.Gowa yaitu didalam rumah 
saksi IdaDg.Bola sekitar pukul 02.00 wita dan untuk masuk kerumah tersebut kemudian 
terdakwa Hendro membuka jendela dengan cara mencungkil dengan menggunakan sebuah 
obeng yang telah dipersiapkan sebelumnya ndan setelah terbuka terdakwa Hendro masuk 
kedalam rumah dan langsung mengambil 1 (satu) buah Hp dan 1 (satu)buah PS2, oleh karena 
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itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur dilakukan dengan jalan membongkar atau 
memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah jabatan palsu telah terbukti. 
Ad.6.Unsur yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, 
dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap 
tangan supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut 
melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap, 
ada ditangannya. 
Menimbang bahwa yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman 
kekerasan terhadap mengandung pengertian bahwa mempergunakan tenaga atau kekuatan 
jasmani tidak kecil secara sah tidak sah atau dengan menggunakan segala senjata. 
Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan terungkap 
bahwa:  
- Bahwa HENDRO KARSONO alias GENTO bin EDI SUPANGAT bersama-sama 
- dengan Lk.Rahmat dan Lk.Purnomo pada hari Rabu Tanggal 30 November 2011 
sekitar pukul 02.00 wita bertempat di Jl.Mangka Dg Bombong Kel.Paccinongan 
Kec.SombaOpu Kab.Gowa. 
- Bahwa terdakwa bersama Lk.Rahmat dan Lk.Purnomo berbonceng tiga menuju 
rumah korban dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Dinas Merk Suzuki 
warna merah dengan No.Pol DD 3161 lalu memarkirnya dan selanjutnya mereka 
berjalan kaki menuju rumah korban dan sekitar 10 meter sebelum rumah korban 
Lk.Rahmat dan Lk.Purnomo berhenti untuk standbay dan berjaga-jaga.  
- Bahwa terdakwa langsung menuju kerumah saksi Ida Dg Bola dan saksi Agus 
kemudian mencongkel jendela rumah korban dengan menggunakan obeng yang telah 
disiapkannya lalu masuk kedalam rumah saksi Ida Dg.Bola. 
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- Bahwa terdakwa kemudian mengambil 1 (satu) unit HP yang tersimpan di atas meja 
lalu saksi Agus mendengar HP milik saksi bordering bangun dan keluar dari kamar 
menuju ruang tamu dan melihat terdakwa Hendro sedang melepas sambungan kabel 
dan hendak mengambil Playstation 2 (PS2) milik saksi yang terletak dalam rak 
dibawah televisi  
- Bahwa Agus yang mendengar suara hp miliknya berbunyi bermaksud mengambilnya 
namun melihat terdakwa yang sedang menarik kabel PS2 dari rak bawah televisi 
langsung memeluk trdakwa Hendro dari belakang namun terdakwa Hendro dan 
berontak sambil mengatakan hendak menikam sambil mengeluarkan obeng. 
- Bahwa kemudian saksi Agus meminta tolong kepada saksi Ida Dg.Bola sambil 
mengatakan “Bangunko matika na pukulka pencuri”lalu saksi Ida Dg.Bola langsung 
bangun dan keluar dari kamar melihat saksi Agus sedang berkelahi dengan terdakwa 
Hendro. 
- Bahwa kemudian saksi Ida Dg.Bola langsung memeluk terdakwa sambil berteriak 
“pencuri-pencuri” kemudian terdakwa berontak dan menyenggol saksi Ida Dg.Bola 
sehingga saksi Ida Dg.Bola tersungkur mengenai meja yang mengakibatkan saksi Ida 
Dg.Bola luka berdarah pada bagian kepala selanjutnya saksi Ida Dg.Bola mengambil 
tali dengan bantuan saksi Agus mengikat terdakwa Hendro dan selanjutnya 
melaporkan kepihak berwajib. 
 
Menimbang bahwa perbuatan terdakwa Hendro tersebut yang mengancam saksi Agus 
dengan mengatakan akan menikam dan mengeluarkan obeng dan berusaha berontak ketika 
dipeluk oleh saksi Ida Dg.Bola merupakan upaya terdakwa Hendro untuk melarikan diri dan 
mengancam tersebut menurut kesimpulan Majelis Hakim adalah perbuatan yang diikuti 
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dengan ancaman kekerasan oleh karena itu unsur diikuti dengan ancaman kekerasan 
melakukan pencurian telah terbukti. 
Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata 
perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan primair Penuntut 
Umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan 
meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepada para terdakwa, yaitu 
pencurian dengan kekerasan. 
Menimbang bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara 
ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari 
pertanggungjawaban piddana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh 
karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus 
dipertanggungjawabkan kepadanya.  
Menimbang bahwa terdakwa telah manjalani masa penahanan sementara maka cukup 
adil dan patut agar masa penahanan sementara tersebut dikurangkan seluruhnya dengan 
pidana yang dijatuhkan. 
Menimbang bahwa para terdakwa telah berada dalam tahanan dan tidak ditemukan 
alasan yang cukup untuk mengeluarkan para terdakwa dari tahanan maka para terdakwa tetap 
berada dalam tahanan. 
Menimbang bahwa ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia 
Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman  mensyaratkan bahwa “Dalam 
mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik 
dan jahat dari Terdakwa”, untuk itu sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, 
maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang 
meringankan: 
Hal-hal yang memberatkan:   
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- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat. 
- Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi Ida Dg.Bola mengalami trauma. 
 
Hal-hal yang meringankan: 
- Terdakwa berterus terang dipersidangan, sehingga melancarkan pemeriksaan perkara 
ini. 
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan. 
- Terdakwa belum pernah dihukum.  
- Terdakwa belum menikmati hasil perbuatannya tersebut. 
Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa:  
- 1(satu)unit sepeda motor Dinas merk Suzuki warna merah No.Pol DD 3161 
Dikembalikan kepada pemiliknya. 
- 1 (satu)buah obeng warna kuning adalah alat yang digunakan untuk melaukan 
kejahatan maka beralasan hukum dimusnahkan. 
 
F. Amar Putusan 
Berdasarkan berbagai pertimbangan dan fakta-fakta yang terungkap dalam 
persidangan maka Majelis Hakim memutuskan: 
1. Menyatakan Terdakwa Hendro Karsono Alias Gento Bin Edi Supangat terbukti 
secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dengan 
Kekerasan”. 
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Hendro Karsono Alias Gento Bin Edi 
Supangat dengan pidana penjara paling lama 6 (enam)bulan. 
3. Menetapkan masa penahanan sementara yang telah dijalani oleh terdakwa 
dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. 
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4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan. 
5. Menetapkan barang bukti berupa 
- 1 (satu) unit sepeda motor Dinas merk Suzuki warna merah No. Pol DD 3161,   
Dikembalikan kepada Hendro Karsono. 
- 1 (satu) buah obeng warna kuning, 
Dimusnahkan. 
6. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa masing-masing sebesar Rp. 2.000,- 
(dua ribu rupiah). 
 
G. Analisis Penulis 
Suatu perbuatan baru dapat dikategorikan sebagai tindak pidana apabila perbuatan 
tersebut telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari Pasal atau aturan yang mengatur 
dimana perbuatan tersebut diyatakan dilarang.Dalam hal adanya suatu dugaan tindak 
pidana, penegak hukum harus dapat menyidik untuk memperoleh kejelasan bahwa 
oerbuatan yang dilakukan pelaku benar merupakan suatu tindak pidana. Proses hukum 
lalu berlanjut dengan upaya pebuktian untuk mengethui peraturan apa saja yang lebih 
dilanggar serta sejauh mana perbuatan pelaku melanggar peraturan tersebut. Pada 
akhirnya, setelah melalui proses pembuktian, diputuskanlah tindakan hukum yang akan 
diterapkan kepada pelaku. 
Kasus yang penulis uraikan diatas merupakan kasus pencurian dengan kekerasan yang 
dilakukan oleh Hendro Karsono terhadap Ida Dg Bola, yang telah ia rencanakan 
sebelumnya. Akibat perbuatan tersebut, Agus Putra mengalami luka pada bagian 
kepalanya dan mendapatkan perawatan medis berupa 6 jahitan dan Ida Dg. Bola 
mengalami luka memar pada bagian kepala. 
69 
 
Pencurian dengan kekerasan yng dilakukan oleh Hndro Karsono secara bersama-sama 
dengan temannya yaitu Ramat dan Purnomo.Namun dalam pnuntutannya, perkara mereka 
tersebut diproses secara terpisah dalam brkas perkara yang berbeda.Penuntutan secara 
“pemecahan” atau splitsingadalah hal yang lazm dilkukan dalam penuntutan perkara yang 
terdapat lebih dari satu terdakwa atau enyertaan (deelneeming). Menurut Adam Chazawi, 
deelneming adalah pengertian yang meliputi semua bentuk turut serta/terlibatnya orang 
atau orang-orang baik secara psikis maupun fisik dengan melakukan masing-masing 
perbuatan sehingga meahirkan suatu tindak pidana.
1
 
Menurut Ketua Majelis Hakim yang mengadili perkara Putuan Nomor 
51/Pid.B/2012/PN. Sungguminasa, Tahsin, S.H.,M.H. dalam wawancara yang penulis 
lakukan padatanggal 24 September 2014 pukul 11.05 WITA, pemecahan atau splitsing 
berkas perkara pada perkara tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan 
oleh Hendro Karsono dengan Rahmat dan Purnomo dimaksudkan untuk memudahkan 
proses pembuktian. Hal ini dimaksudkan agar ketiga terdakwa dapat saling bersaksi pada 
sidang satu sama lain sehingga dapat membantu proses pembuktian dipengadilan. 
Mengenai pemecahan berkas perkara ini diatur dalam Pasal 142 Kitab Undang-undang 
Hukum Acara Perdata. 
Penuntut umum merupakan instansi yang diberi wewenang oleh undang-undang 
untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan putusa dan penetapan pengadilan.
2
 Salah 
satu yang menjadi tugas penuntut umum adalah membuat surat dakwaan yang nantinya 
akan menjadi dasar landasan pemeriksaan kasus tersebut pada proses peradilan. Maka 
dari itu, surat dakwaan harus disusun dengan cermat dan jelas. Hal ini secara tegas diatur 
dalam Pasal 143 ayat (2) huruf b Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab 
                                                          
1
Adami Chazawi Pelajaran Hukum, Percobaan dan Penyertaan (Bagian 3), (Jakarta: PT. Rajagrafindo 
Persada, 2002), h.73. 
2





Undang-Undang Hukum Acara Pidana bahwa surat dakwaan harus memenuhi syarat 
materiil yang harus menguraikan secara cermat, jelas, dan lengkap mengenai tindak 




Pemilihan bentuk surat dakwaan harus dilakukan dengan berpedoman pada hasil 
penyeidikan atas tindak pidana yang dlakukan oleh terdakwa. Jika terdakwa hanya 
melakukan satu tindak pidana, maka dapat digunakan dakwaan biasa atau tunggal. Jika 
terdakwa melakukan tindak pidana yang menyentuh lebih dari satu rumusan tindak 
pidana pada undang-undang dan belum dapat dipastikan ketentuan mana yang telah 
dilanggar, maka jaksa dapat menyusun surat dakwaan alternatif atau subsidair. Dalam hal 
terdakwa melakukan perbarengan tindak pidana (concurcus) yang tiap-tiap tindak pidana 
tesebut berdiri sendiri, maka dapat digunakan jenis dakwaan kumulatif. 
Pada kasus yang Penulis Teliti, Jaksa Penuntut Umum menggunakan dakwaan 
tunggal.Dakwaannya hanya satu/tunggal dan tindak pidana yang digunakan apabila 
berdasarkan hasil penelitian terhadap materi perkara hanya satu tindak pidana saja yang 
didakwakan. Dalam dakwaan ini, terdakwa hanya dikenai satu perbuatan saja, tanpa diikuti 
dengan dakwaan-dakwaan lain. Dalam menyusun surat dakwaan tersebut tidak terdapat 
kemungkinan-kemungkinan alternatif, atau kemungkinan untuk merumuskan tindak pidana 
lain sebagai penggantinya, maupun kemungkinan untuk mengakumulasikan atau 
mengkombinasikan tindak pidana dalam surat dakwaan. Peyusunan surat dakwaan ini dapat 
dikatakan sederhana dalam perumusannya dan sederhana dalam pembuktian dan penerapan 
hukumnya. Terlepas dari tuntutan Jaksa tersebut, Penulis pribadi berpendapat bahwa 
dakwaan tersebut sangat tepat untuk digunakan karena sesuai dengan unsur tindak pidana 
yang dilakukan. 
                                                          
3
PAF Lamintang, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dengan Pembahasan Secara Yuridis 
Menurut Yurisprudensi dan Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana, (Bandung: CV. Sinar Baru, 1984), h.315. 
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Penjatuhan putusan yang dilakukan oleh Majelis Hakim terhadap pelaku tindak pidana 
haruslah didasarkan pada surat dakwaan yang telah disusun oleh jaksa. Selain harus 
berdasarkan pada dakwaan, penerapan hukum pada putusan yang dijatuhkan oleh hakim 
harus disesuaikan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan.Dalam menjatuhkan 
putusan, hakim wajib berpedoman pada hasil pembuktian atas kasus tersebut diikuti dengan 
pertimbangan hakim terhadap terdakwa. 
Sebelum pnjatuhan putusan, hakim wajib mempertimbangkan hal-hal yang dapat 
memberatkan ataupun meringankan hukuman terdakwa.Hal ini dimaksudkan agar hakim 
tidak semata-mata menjatuhkan putusan berdasarkan pertimbangan hukum, tetapi juga factor-
faktor lain diluar hukum.Mengenai pemberatan dan peringanan hukuman terhadap pelaku 
tindak pidana telah diatur secara tegas di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. 
Terhadap setiap tindak pidana berlaku dasar pemberatan pidana yang dikenal dengan 
dasar pemberatan pidana umum.Dasar pembratan pidan umum terdiri atas tiga, yaitu dasar 
pemberatan karena jabatan, dasar pemberatan karena menggunakan bendera kebangsaan, dan 
dasar pemberatan karena pengulangan.
4
 Sedangkan dasar-dasar peringanan yaitu menurut 
KUHAP: belum berumur 16 (enam belas) tahun; menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 
1997 Tentang Pengadilan Anak: anak-anak yang umurnya telah mencapai 8 (delapan) tahu, 
tetapi belum mencapai 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin. Namun, 
berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 1/PUU-VIII/2011 
yang intinya mengubah usia anak dari 8 (delapan) menjadi 12 (dua belas) tahun. Alasan 




                                                          
4
Adami Chazawi Pelajaran Hukum Pidana, Percobaan dan Penyrtaan (Bagian 3), h. 73. 
 
5
Adami Chazawi Pelajaran Hukum Pidana, Percobaan dan Penyertaan (Bagian 3), h. 97. 
72 
 
Majelis hakim yang memeriksa perkara Nomor 51/Pid.B/2012/PN.Sungg atas nama 
terdakwa Hendro Karsono dalam amar putusannya menerangkan sebagai berikut:  
1. Menyatakan Terdakwa Hendro Karsono Alias Gento Bin Edi Supangat terbukti secara 
sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dengan 
Kekerasan”. 
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Hendro Karsono Alias Gento Bin Edi 
Supangat dengan pidana penjara paling lama 6 (enam)bulan. 
3. Menetapkan masa penahanan sementara yang telah dijalani oleh terdakwa 
dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. 
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan. 
5. Menetapkan barang bukti berupa 
- 1 (satu) unit sepeda motor Dinas merk Suzuki warna merah No. Pol DD 3161,   
Dikembalikan kepada Hendro Karsono. 
- 1 (satu) buah obeng warna kuning, 
Dimusnahkan. 
6. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa masing-masing sebesar Rp. 2.000,- 
(dua ribu rupiah). 
 
Demikianlah yang diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan 
Negeri Makassar pada Putusan tersebut didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan hakim, 
termasuk dalam hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa. Hal yang 
memberatkan adalah: 
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat; 
- Perbuatan terdakwa mengakibatkan korban mengalami luka fisik dan trauma. 
Hal-hal yang meringankan antara lain: 
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- Terdakwa berterus terang dipersidangan, sehingga melancarkan pemeriksaan perkara 
ini. 
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan. 
- Terdakwa belum pernah dihukum.  
- Terdakwa belum menikmati hasil perbuatannya tersebut. 
 
Meurut Penulis, Hakim sudah mengambil keputusan yang tepat karena dilihat dari akibat 
perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa Hendro Karsono agar dapat memberi efek jera bagi 
pelaku dan dapat meminimalisir kejahatan yang sering terjadi dilingkungan masyarakat. 
Sedangkan alasan yng meringankan hukuman terdakwa, menurut hemat Penulis, merupakan 
alasan sosiologis yang bukan berasal dari ketentuan undang-undang.Selain itu, alasan 








Berdasarkan dari uraian mengenai Pencurian dengan kekerasan tersebut, maka dapat 
disimpulkan bahwa : 
1. Tindak Pidana pencurian yang diatur dalam pasal 365 KUHP juga merupakan 
gequalificeerde diefstal atau suatu pencurian dengan kualifikasi ataupun merupakan suatu 
pencurian dengan unsur-unsur yang memberatkan. Menurut Arres Hoge Read arti dari kata 
yang memberatkan adalah karena didalam pencurian itu orang telah memakai kekerasan atau 
ancaman kekerasan. Berdasarkan kasus tersebut yang penulis teliti terdakwa telah memenuhi 
unsur pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum yaitu Pasal 365 Ayat (2) Ke-1, Ke-
2, Ke-3 KUHP. 
2. Pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak 
pidana pencurian dengan kekerasan dalam Putusan Nomor :51/Pid B/2012/PN. 
Sungguminasa telah sesuai karena berdasarkan pada uraian dari keterangan saksi-saksi, 
barang bukti dan keterangan terdakwa, dimana pembuktian sudah cukup apabila berdasarkan 
minimal 2 (dua) alat bukti ditambah keyakinan hakim. Hakim juga telah mempertimbangkan 
fakta dipersidangan dimana majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan 
terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan 
pemaaf. Hakim juga telah mempertimbangkan pertimbangan yuridis maupun non yuridis 






B. Implikasi Penelitian 
Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa sekiranya tidak terlalu ringan 
dengan mempertimbangkan bahwa pidana yang dijatuhkan kepada seseorang yang terbukti 
bersalah dimaksudkan bukan saja sebagai pembalasan/efek jera terhadap orang tersebut, 
tetapi juga untuk mencegah orang lain untuk melakukan tindak pidana tersebut sebagai upaya 
untuk mewujudkan tujuan pidana yaitu mempertahankan tata tertib hukum di dalam 
masyarakat. Hakim diharapkan dapat melakukan penemuan hukum yang berdasarkan 
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